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Alhamdulillahirrabbil ‘alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas karunia dan ridlo-Nya, kegiatan “Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum”
telah dapat diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2012 dengan baik dan lancar berkat
kerja sama yang baik pula antara Mahkamah Konstitusi dengan Epistema Institute. Atas
dasar itulah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Epistema Institute atas kerja keras dan kerja samanya. Mudah-mudahan, kerja sama
tersebut dapat dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan lain di masa-masa yang akan datang.

Pertanyaan kritis yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan Konferensi
dan Dialog Nasional Negara Hukum ini ialah “Negara Hukum, Kemana Akan Melangkah?”
Dari pertanyaan tersebut tersirat kegalauan akademik yang demikian massif setelah
mendapati sinyal penanda bahwa implementasi Negara Hukum Indonesia tengah
menunjukkan gejala yang menurut penalaran ilmiah-akademik tertentu telah menginjak
ambang batas mengkhawatirkan. Di berbagai telaah ilimiah, banyak ditemukan adanya
inkoherensi dalam berbagai bentuk antara konsep Negara Hukum Indonesia dengan hukum
in concreto. Inkoherensi itu semakin menegaskan bahwa konsepsi Negara Hukum hanya
mudah diniatkan dan dituliskan di dalam kertas-kertas aturan formal akan tetapi sangat
sulit dilaksanakan di level in concreto. Bahkan, inkoherensi itu pula yang ditengarai
mengarahkan Negara Hukum Indonesia pelan-pelan kehilangan cita rasa keindonesiaannya,
karena wataknya yang cenderung semakin liberal-eksploitatif. Dari pertanyaan itu pula, ada
warning agar kita segera mengambil langkah, terutama untuk men-drive kembali
implementasi Negara Hukum Indonesia agar kembali ke jalur dan arah yang semestinya
sesuai dengan kehendak dan cita-cita kita bersama.

Meskipun selama ini dipahami bahwa secara konsepsional, Negara Hukum telah
selesai, dalam arti telah final menjadi pilihan karena telah dituangkan dalam UUD 1945,
akan tetapi elaborasi komprehensif dan runtut konspesi Negara Hukum Indonesia, baik pada
aspek historis, formalis, prosedural, maupun substantif, justru menjadi sangat penting dan
strategis dilakukan. Elaborasi tersebut dilakukan bukan dalam rangka menggugat konsepsi
Negara Hukum Indonesia yang telah final itu, melainkan untuk menjaga koherensi secara
prinsipil antara gagasan ideal dengan implementasinya di tataran konkrit. Dalam elaborasi
tersebut, sangat mungkin muncul pemikiran yang beragam karena berangkat dari basis
analisis dan optik yang berlainan. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pemikiran yang saling
bertolakan secara diametral. Namun demikian, ketidakseragaman pemikiran tersebut justru
sangat baik sehingga tidak perlu dipertentangkan. Pemikiran yang beragam itu akan saling
melengkapi dan sangat berkontribusi melancarkan pekerjaan besar bangsa ini untuk
mengawal dan memastikan Negara Hukum Indonesia diimplementasikan untuk sebesar-
besarnya kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kiranya, pemikiran-pemikiran
itulah yang menjadi ‘daging’ substansi dari prosiding ini. Untuk itu, saya menyambut baik
dan gembira diterbitkannya prosiding ini, terutama karena pemikiran-pemikiran yang
dimuat dalam prosiding ini akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara lebih luas.
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Prosiding ini berisi rangkuman materi dan makalah yang disampaikan oleh para
pembicara dalam kegiatan Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum. Dengan
demikian, melalui prosiding ini kita mendapatkan asupan pengetahuan dari banyak sudut
pandang mengenai Negara Hukum Indonesia, baik itu berupa kritik maupun gagasan yang
patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Di dalam prosiding ini, kita disuguhi pula secara
lengkap rangkaian dinamika yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Konferensi dan Dialog
Nasional tersebut. Secara sistematik dan utuh, seluruh materi produk pemikiran elaboratif
para Pembicara dimuat dalam prosiding ini, lengkap dengan respon balik serta isu
substansial yang muncul dari diskusi-diskusi pendalaman di masing-masing panel
pembahasan sub tema.

Saya berharap prosiding ini semakin memperkaya perbendaharaan ilmu Kkita,
terutama mengenai kritik dan wacana penegakan Negara Hukum Indonesia. Dan yang paling
diharapkan, prosiding ini diharapkan dapat memberi dorongan bagi pembaca untuk
berkontribusi secara lebih aktif dalam menguatkan dan mengawal tegaknya Negara Hukum
Indonesia, sesuai dengan bidang pekerjaan, tugas, dan profesi masing-masing. Selamat
membaca.

Jakarta, 15 Maret 2013

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Rl,

Janedjri M. Gaffar
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Konferensi dan Dialog Nasional bertajuk “Negara Hukum Indonesia: Ke mana akan
melangkah?” diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2012 untuk memperingati satu
dasawarsa amandemen UUD 1945. Pasal 1 ayat 3 UUD hasil perubahan ketiga menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bagaimana kita memaknai konsep dan praktik
negara hukum dalam situasi sosial, ekonomi dan politik yang tengah berubah ini merupakan
tujuan utama dari penyelenggaraan Konferensi dan Dialog ini.

Bagi sebagian orang, Negara Hukum merupakan tujuan paripurna bernegara.
Sebagian yang lain --karena pengalaman dan pengamatan pada praktik-praktik
penyelewengan hukum yang ada-- menunjukkan sikap skeptik terhadap Negara Hukum.
Kelompok selebihnya memilih posisi menjadikan Negara Hukum sebagai proyek bernegara
yang belum selesai.

Apapun pandangan terhadap negara hukum, kami memahaminya sebagai hal yang
absah untuk terus diperbincangkan. Konferensi ini telah menjadi wadah bagi semua pihak
dengan segenap kejernihan pandangan dan kebijaksanaan sikapnya mendiskusikan,
memperdebatkan bagaimana negara ini perlu membangun Negara Hukum-nya. Bagaimana
konsep Negara Hukum Indonesia itu dipahami dan dijalankan di atas sejumlah agenda
persoalan hukum yang belum terselesaikan?

Kami mengidentifikasi sebagian dari persoalan berhukum kita terkait dengan
pelbagai masalah hak asasi manusia, pendidikan tinggi hukum, mekanisme check and
balances, legislasi dan legisprudensi, perlindungan konstitusional hak-hak masyarakat
adat/lokal. Di samping itu, kita masih perlu mencurahkan pikiran untuk memecahkan
sejumlah masalah dalam penegakan hukum lingkungan, kebebasan pers, peradilan bagi
kaum miskin dan marjinal serta upaya dan gagasan revitalisasi peradilan adat. Pada tataran
yang lain, perdebatan yang berbasis pada pertanyaan seberapa mampu kita menjadikan
Pancasila sebagai basis nilai membangun arsitektur Negara Hukum bagi Indonesia juga
menjadi agenda penting.

Para peserta Konferensi ini membahas seluruh tema di atas di dalam sepuluh panel.
Sebuah diskusi publik mengangkat tema terkait akses terhadap keadilan melengkapi forum
pertukaran gagasan ini. Pada puncaknya, hasil Konferensi didiskusikan dengan sejumlah
pimpinan lembaga negara dan pemerintahan dalam Dialog Nasional Negara Hukum. Hadir
dalam dialog itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wakil Kepala Kepolisian
R.l dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Membangun dan menegakkan negara hukum adalah tugas kolektif seluruh elemen
bangsa yang perlu terus diupayakan. Atas dasar inilah Konferensi dan Dialog Nasional ini
diselenggarakan bersama-sama oleh Mahkamah Konstitusi, Epistema Institute, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Bappenas, sejumlah perguruan tinggi: Universitas Airlangga,
Universitas Andalas dan Universitas Presiden, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat:
Perkumpulan HuMa, ELSAM, KRHN, PSHK, ICEL dan ILRC. Kegiatan ini mendapat dukungan
dari The Ford Foundation Jakarta, Proyek Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJl)
UNDP, dan Yayasan Tifa. Atas nama Epistema Institute saya mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan lembaga dan organisasi tersebut. Kerja sama ini
membuktikan adanya kesadaran bersama untuk membangun hukum Indonesia dengan
kolaborasi yang produktif dan komunikasi yang konstruktif.
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Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan dengan segenap kerendahan hati
kepada seluruh peserta Konferensi dan Dialog, para narasumber, para koordinator panel,
panitia dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini.

Terima kasih.

Salam keadilan,

—
Myrna A. Safitri, Ph.D

vi
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Term of Reference

Konferensi dan Dialog Nasional
dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945
NEGARA HUKUM INDONESIA KE MANA AKAN MELANGKAH?
Hotel Bidakara, 9-10 Oktober 2012

Latar belakang

Cita-cita membangun negara hukum telah termuat dalam Penjelasan UUD 1945. Pernyataan
bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan negara
berdasarkan kekuasaan belaka (maachtstaat) menegaskan cita-cita bangsa tersebut. Melalui
amandemen UUD 1945, beberapa ketentuan baru dalam UUD memperteguh cita-cita
membangun negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah
negara hukum”. Selain itu, dalam amandemen UUD 1945 yang belangsung pada tahun 1999
hingga 2002, sejumlah ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah, hak asasi
manusia, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berhasil dimuat ke dalam UUD
hasil amandemen tersebut.

Membangun negara hukum bagi Indonesia adalah mandat konstitusi. Meskipun
demikian, Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa membangun negara hukum itu
bukanlah sekedar menancapkan papan nama. la adalah proyek raksasa yang menguras
tenaga. Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah banyak melakukan upaya perubahan
untuk mewujudkan negara hukumnya. Amandemen konstitusi, pembuatan sejumlah
peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga-lembaga negara baru, pembenahan
institusi dan aparat penegak hukum telah dilakukan. Namun, keberhasilan membangun
negara hukum tidak semata-mata diukur dari kemampuan memproduksi legislasi dan
menciptakan atau merevitalisasi institusi hukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara
hukum terukur dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu menciptakan
keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan
kelompok minoritas.

Berbagai kasus hukum akhir-akhir ini menunjukkan bahwa upaya memberikan
keadilan tersebut masih jauh dari harapan. Banyak kasus besar tidak terselesaikan secara
tuntas seperti Kasus BLBI dan Bank Century. Pada sisi lain, penegakan hukum secara formal
diterapkan terhadap kasus-kasus yang menimpa orang kecil seperti pencurian kakao, piring,
dan sandal jepit. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh 2 korporasi memberikan
kontribusi pada penurunan kelestarian lingkungan. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang
mempertahankan tanahnya berlangsung di banyak tempat. Berbagai kasus ini menunjukkan
kepada kita bagaimana hukum menjadi jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat
nyamuk-nyamuk kecil namun rentan tercabik ketika dihadapkan dengan serangga besar dan
kumbang.?

Perkembangan hukum dan dinamika dalam penegakannya selama ini akhirnya
mengantarkan kita pada pertanyaan: menuju ke mana arah pembangunan negara hukum di
Indonesia? Setelah satu dasawarsa amandemen UUD 1945, seberapa jauh upaya menbangun
negara hukum di negara ini mendekatkan pada cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial™?

! Ungkapan hukum sebagai jaring laba-laba diungkapkan oleh Anarcharsis, Filsuf Yunani pada abad 7 SM: “Hukum itu
adalah jaring laba-laba ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin, tetapi tidak mampu menjaring orang-
orang kaya. Bahkan oleh orangorang kaya, jaring laba-laba itu akan dirobek-robek olehnya”.
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Konferensi dan dialog nasional ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah
bersama elemen bangsa untuk mencapai cita-cita mewujudkan negara hukum yang
berkeadilan di Indonesia.
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Jadwal Acara

Waktu Agenda Ruangan
Selasa, 9 Oktober 2012
09.00-09.30 | Registrasi Auditorium
Binakarna
09.30-09.45 | Sambutan Panitia Auditorium
Myrna A. Safitri, Ph.D (Epistema Institute) Binakarna
09.45-11.00 | Pembukaan Konferensi dan Ceramah Kunci oleh Ketua Auditorium
Mahkamah Konstitusi Binakarna

Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, SH

Tema Ceramah: Negara Hukum dan Hak Konstitusional

Warga Negara
11.00-12.00 | Penjelasan tentang alur Konferensi dan Peta Perjalanan Auditorium
Konsep Negara Hukum Binakarna
12.00-13.00 | Makan siang Auditorium

Binakarna

13.00 - 15.00 | Sesi 1 Panel Paralel

Panel 2: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Arimbi 103

Dedy Kristanto : “Tidak ada hukum(an) bagi
pelanggar(an) HAM di Timor Leste: Perspektif sejarah dan
ingatan”

Ifdhal Kasim : “Menyoroti kembali konsep keadilan
transisional dalam konteks Indonesia, kaitannya dengan
pembangunan negara hukum”

Moh. Fajrul Falaakh : “Meninjau kemandegan
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dalam sudut
pandang negara hukum dan apa implikasinya?”

Panel 3: Pendidikan Tinggi Hukum yang Berbasis pada Binasetra 206
Keadilan Sosial

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH.,M.Hum : “Pendidikan
tinggi hukum: Sebuah pemikiran kearah perubahan
paradigma”

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.MHum : *“Konsep
pendidikan tinggi hukum vyang berkatakter melalui
terwujudnya sarjana hukum yang profesional, humanis dan
religius”

Nandang Sutrismo, S.H., LL.M., M.Hum., PhD : “Pendidikan
hukum klinis: Konsep, peluang dan tantangan”

Legislasi dan Legisprudensi Kunthi 203
Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.

Victor Immanuel Williamson Nalle, S.H. : “Judicial preview
sebagai instrumen peningkatan kualitas legislasi”
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Sechabudin : “Problematika pengujian undang-undang
ratifikasi perjanjian internasional dalam system perundang-
undangan Indonesia dihubungkan dengan upaya
mewujudkan supremasi konstitusi”

Khotibul Umam, S.H., M.H. : “Legislasi fikih ekonomi untuk
mewujudkan sistem ekonomi alternatif yang berkeadilan”

Panel 7: Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan
Lingkungan

Dr. Riawan Tjandra, S.H.m M.Hum : “Politik hukum
sumber daya alam: Menuju tata kelola sumber daya alam
berkeadilan”

Maret Priyatna, S.H., M.H : "Tanggung jawab negara dalam
perlindungan lingkungan yang berkeadilan bagi generasi
yang akan datang”

Deni Bram, S.H., M.H : "Paradoks ketimpangan kebijakan
emisi nasional”

Harjoni Desky, S.Sosl, M.Si : “Kearifan lokal dan konservasi
berbasis komunitas di Aceh”

Indah Dwi Qubani, S.H., M.H : "Perkembangan Politik
Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menuju Keadilan
Sosial dan Ekologis”

Arimbi 104

Panel 8: Negara Hukum, Kebebasan Informasi dan Media

Firdaus Cahyadi : “Kebijakan telematika dan konglomerasi
media di Indonesia”

Maharani Siti Shopia, S.H.

Mas Agus Firmansyabh, S.Sos., M.Si : “Regulasi media:
Dialektika antara ruang publik dan kepentingan ekonomi
politik”

Wijayanto, S.IP, M.Si : “Self censorship, media’s freedom
and the media’s role in defeating corruption in Indonesia”

Auditorium
Binakarna

Panel 10: Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat sebagai
Solusi Penguatan Akses terhadap Keadilan

Juniarti : “Peran strategis peradilan adat di Aceh dalam
memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal”

Jomi Suhendri S., S.H. : “Penyelesaian sengketa tanah pusako
(Ulayat) melalui kerapatan adat Nagari (KAN) di Nagari
Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota. (Penerapan
Peradilan Adat di Sumatera Barat)”

Noor M. Aziz, S.H., M.H., M.M. : Narasumber

Arimbi 105

15.00-15.30

Rehat

15.30-17.00

Sesi 2 Panel Paralel

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Dr.jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. : “Sistem hukum

Auditorium
Binakarna
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sebagai kunci supremasi hukum Indonesia”

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. : “Menilik kepantasan labelisasi
pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam sistem
hukum Indonesia“

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. : “Konvergensi hukum
asing dan nilai-nilai pancasila dalam hukum nasional dan
implementasinya”

Panel 4: Refleksi Mekanisme Check and Balances dalam Sistem | Arimbi 103
Ketatanegaraan Indonesia

Wahyu Rahadiyan Yana Prasetya : “Refleksi mekanisme
check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia:
Membangun share of responsibility dan menghapus share of
power”

Dr. Sulardi, S.H., M.Si., : “Penguatan sistem pemerintahan
presidensiil dalam rangka mewujudkan check and balances
dalam penyusunan undang-undang”

Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M : “Public choice
theory dan aplikasinya dalam sistem legislasi Indonesia”

Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. : “Membangun
harmonisasi kedudukan dan fungsi antara DPD dengan DPR
dalam rangka pelaksanaan fungsi check and balances pada
lembaga perwakilan rakyat dalam system bikameral”

Hilaire Tegnan, M.A. : Narasumber

Legislasi dan Legisprudensi Kunthi 203

M. Ajisatria Suleiman, SH., LL.M,, M.LEE. : ” Fleksibilitas
regulasi

Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M. : “Public choice
theory dan aplikasinya dalam sistem legislasi Indonesia”

Dian Agung Wicaksono, S.H. : “Peluang judicial preview
dalam perbaikan legislasi hasional untuk mewujudkan
konsistensi konsepsi negara hukum di Indonesia”

Fajri Nursyamsi : Presentasi hasil riset PSHK

Panel 6: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Arimbi 105
Adat/Lokal di Indonesia

Jati Nugroho, S.H., M.Hum. : “Hak konstitusional rakyat
atas sumber daya air: Perlindungan hukum kearifan lokal
dalam kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
di Propinsi Jawa Timur”

Saru Arifin, S.H, LL.M. : “Paradigma Legal Policy Terkait
dengan Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak
konstitusional warga perbatasan”

Andik Hardiyanto : Pembahas

Panel 9: Memastikan Peradilan Berpihak pada Si Miskin dan Arimbi 104
Termarjinalkan
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Dr. Bambang Wijdojanto : “Korupsi sebagai tantangan
negara hukum”

Dr. B. Herry-Priyono : “Globalisasi sebagai tantangan
negara hukum”

Panel 10: Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat sebagai
Solusi Penguatan Akses terhadap Keadilan

Jamielka Roosje Satyana Pilongo, S.H., M.H. : “Penyelesaian
Sengketa Adat di Kabupaten Poso”

Tandiono Bawor Purbaya : “Revitalisasi peradilan adat?
ketika negara tidak mengakui peradilan adat: Studi respon
negara terhadap penyelenggaraan peradilan adat dalam
konflik sumberdaya alam di Kalimantan Barat”

Abdurrahman Yunus : Narasumber

Andreas Lagimpu: Narasumber

Binasetra 206

Rabu, 10 Oktober 2012

09.00-10.30

Sesi 1 Panel Paralel

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Endra Wijaya, S.H.,M.H. : “Menggugat diskriminasi atas
nama agama: Konsepsi keadilan dalam Islam, perlindungan
terhadap kaum minoritas, dan negara hukum Pancasila”

Moh Firdaus Rumbia S.H.

Yamin, S.S.,S.H.,M.Hum.,M.H : “Relasi heuristik filsafat
Pancasila dalam tata hukum yang plural”

Kamaruddin, S.Sos,.M.Si : “ Pancasila: Solusi problema
patologis multidimensi negara bangsa Indonesia”

Binasetra 207

Panel 2: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

P. Donny Danardono, SH., MA : “Negara hukum Indonesia
dan HAM: Sebuah paradoks”

Ahmad Asroni, S. Fil.,, S. Th.l., M. Hum : “Pendirian rumah
ibadah dalam perspektif hukum dan HAM: Kajian atas
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006”

Siti Rahma Mary dan Melly Setyawati : “MIFEE: Proyek
perampasan tanah orang Malind-Anim”

B. Herry Priyono, Ph.D. : Penanggap

Arimbi 103

Panel 3: Pendidikan Tinggi Hukum yang Berbasis pada
Keadilan Sosial

Dr. Otong Rosadi, SH, MHum. & Awaludin Marwan, SH,
MH, MA : “Pendidikan hukum: Sebuah kontemplasi kritis”

Joni Minuyo, SH MH : "Peran dan metode LBH

Pangayoman Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

Binasetra 206
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dalam mengembangkan pendidikan hukum klinis”

Legislasi dan Legisprudensi

Asri Wijayanti, S.H., M.H. : “Kedudukan legisprudensi
sebagai upaya perlindungan pekerja outsorcing”

Rizki Emil Birham, S.H. : “Menakar konsistensi legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
akomodasi partisipasi publik pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”

Wahyu Heriyadi, S.H. : “Perkembangan hukum sosial pada
era reformasi”

Eddy Asnawi, S.H., M.Hum. : “Legislasi dalam
pembentukan peraturan daerah”

Kunthi 203

Panel 6: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat
Adat/Lokal di Indonesia

Nurul Firmansyah, S.H. : “Pengakuan konstitusi terhadap
desa dan hak-hak masyarakat hukum adat”

Drs. R. Yando Zakaria : “Mendudukkan makna
amandemen pasal 18 UUD 1945 bagi pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia”

Eko Sabar Prihatin, S.H., M.Si. : “Rekonstruksi politik
hukum kedudukan masyarakat adat berbasis kearifan lokal”

Dr. Bachtiar Abna : Pembahas

Arimbi 105

Panel 9: Memastikan Peradilan Berpihak pada Si Miskin dan
Termarjinalkan

Eka nugraha Putra, S.H., M.H. : “Keadilan restoratif, jalan
keluar untuk overkriminalisasi”

Dr. Ismail Rumadan, M.H. : “Problematika pelaksanaan
kekuasaan kehakiman: Dalam konteks pelaksanaan fungsi
check and balances system”

Evarisan, SH, MH : “Feminist jurisprudence alternatif
hukum yang adil gender”

Chamelia Gunawan, S.H., M.H. : “Urgensi independensi
pengadilan pajak”

Arimbi 104

10.30-11.00

Rehat

11.00-13.00

Sesi 2 Panel Paralel

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH ; “Pancasila dan arsitektur
negara hukum indonesia”

Ria Casmi Arrsa : “Nomokrasi konstitusional pancasila:
antitesis terhadap diskursus pemikiran negara hukum dalam
konstitusi Indonesia”

Diki EInanda Caniago, SH : “Degradasi nilai-nilai pancasila

dalam negara hukum Indonesia pasca amandemen UUD

Binasetra 207
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Panel 4: Refleksi Mekanisme Check and Balances dalam Sistem | Arimbi 103
Ketatanegaraan Indonesia

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M : “How Indonesia
constitutional court has changed Indonesia’s constitutional
balance”

Ziffany Firdinal : “Gagasan terhadap pengawasan ideal
hakim konstitusi kedepan”

VeriJunaidi : “Kedudukan bawaslu sebagai bentuk check
and balances penyelenggaraan pemilu”

Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. : “Prinsip check and
balances dalam penetapan anggota panwaslu oleh bawaslu”

Panel 6: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Arimbi 105
Adat/Lokal di Indonesia

Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A. : “Pengakuan dan
perlindungan eksistensi masyarakat adat dalam kerangka
negara hukum Indonesia: Sebuah konsepsi utopis?”

Yance Arizona, S.H., M.H. : “Memerangkap bayang-bayang:
Kajian awal penerapan indikator negara hukum dalam
memeriksa persoalan masyarakat adat di Indonesia”

Wina Puspitasari : “Perlindungan pengetahuan tradisional
sebagai bagian kearifan lokal dari masyarakat hukum adat
dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berkeadilan
sosial”

Rikardo Simarmata : Pembahas

Panel 7: Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Kunthi 203
Lingkungan

Absori : “Penegakan hukum lingkungan dengan
pendekatan hukum progresif: Upaya mewujudkan keadilan
lingkungan”

Dra. Vinita Susanti, M.Si : "Kasus lapindo : Kejahatan atau
bencana lingkungan”

Mumu Muhajir, S.H. : “Menakar tanggung gugat negara
dalam pembentukan kebijakan REDD di Indonesia”

Haryani Turnip, S.H : “Peradilan pro-lingkungan sebagai
upaya mewujudkan keadilan lingkungan”

Panel 9: Memastikan Peradilan Berpihak pada Si Miskin dan Arimbi 104
Termarjinalkan

Arif Maulana, SH. MH : “Pemenuhan hak atas bantuan
hukum untuk memastikan peradilan berpihak pada keadilan
bagi masyarakat miskin dan termarginal”

Herlina Permata Sari, M.Crim. : “Adakah tempat bagi
perempuan korban trafiking dalam sistem peradilan
indonesia?”
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Irine Handika, SH. LLM : “Membayar denda demi mencari
keadilan: fenomena di pengadilan pajak Indonesia”

Arsil dan Asfinawati : Hasil Rapid Assesment

Panel 10: Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat sebagai
Solusi Penguatan Akses terhadap Keadilan

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. : Mendekatkan
kembali peradilan adat: Jalan panjang perubahan kerangka
epistimologi hukum nasional”

Mohamad Jamin, S.H., M.Hum. : “Rekonstruksi politik hukum
pengakuan peradilan adat dalam sistem kekuasaan
kehakiman untuk mewujudkan keadilan restoratif”

| Ketut Sudantra, S.H., M.H. : “Strategi dalam revitalisasi
peradilan adat sebagai sistem peradilan pada kesatuan
masyarakat hukum adat”

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU: Narasumber

Binasetra 206

13.00-14.00 | Makan Siang
14.00 - 16.00 | Diskusi Publik bertema: Politik Hukum dan Akses terhadap | Auditorium
Keadilan Binakarna
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA (Politik Hukum dan
Keadilan Sosial)
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Politik Perundang-
undangan dalam Memberikan Akses terhadap Keadilan)
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M (Praktik Penegakan Hukum dan
Akses terhadap Keadilan)
16.00-16.30 | Rehat
16.30-17.00 | Diskusi Rumusan Hasil Konferensi Auditorium
Binakarna
17.00-18.00 | Istirahat
18.00-19.00 | Makan Malam Auditorium
Binakarna
19.00 - 20.30 | Dialog Negara Hukum Auditorium
(disiarkan langsung oleh Metro TV) EELELTE
Ketua MK, Ketua MA, Ketua DPR, Kapolri, Ketua Komnas
HAM
Pembawa acara: Fessy Alwi (Metro TV)
20.30 Penutupan Auditorium
Binakarna
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Kumpulan Abstrak

Panel 1

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H.: Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Secara historis konsep negara hukum dalam UUD 1945 diadopsi oleh para pendiri negara
Indonesia dari konsep Rechtsstaat dalam Regeringsreglement 1848 yang pada awalnya
dirancang oleh pemerintahan kolonial untuk memfasilitasi sistem ekonomi kolonial yang
berwatak liberal-kapitalistik. Konsep Rechtsstaat yang bertujuan untuk memperoleh
kepastian hukum pada dasarnya paralel dengan sistem ekonomi pasar-bebas yang
menghendaki adanya kepastian berusaha. Pada era kolonial, konsep ini memberikan
kepastian hukum pada pelaku ekonomi pasar dan industri yang umumnya berasal dari
golongan Eropah dan Tiong Hoa, tetapi menimbulkan diskriminasi terhadap kaum pribumi
yang dalam struktur industry kolonial umumnya berposisi sebagai buruh. Akibatnya,
terbentuk dualisme ekonomi—modern dan tradisional, diskriminasi serta eksploitasi
ekologis yang merusak. Para pendiri negara Indonesia menyadari hal tersebut dan
merumuskan konsep negara hukum yang tidak berakibat diskriminasi, tetapi pada saat yang
sama mendorong integrasi ekonomi nasional ke arah ekonomi industri. Untuk itulah para
pendiri negara Indonesia menolak konsep negara hukum liberal dan memberikan peran
kepada negara yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan ekonomi
nasional. Konsep ini dipantulkan secara filosofis dalam Pancasila yang bertujuan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara normatif konsep itu
tercermin dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dengan instrumennya berupa perencanaan
ekonomi nasional yang dituangkan secara yuridis melalui garis-garis besar haluan negara
(GBHN) yang ditetapkan oleh MPR. Ironisnya, amandemen UUD 1945 tidak menangkap
maksud asli para pendiri negara tersebut dan mengubah sistem ketatanegaraan yang justru
membuka peluang bagi berlakunya sistem ekonomi pasar-bebas. Konsekuensinya, konsep
negara hukum yang berdasarkan Pancasila menjadi tidak efektif karena yang dibutuhkan
adalah konsep yang paralel dengan sistem ekonomi pasar-bebas yang secara historis pernah
melahirkan diskriminasi dan menimbulkan eksploitasi sumber daya alam yang destruktif.

Dr.jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Sistem Hukum sebagai Kunci Supremasi Hukum Indonesia

Supremasi Hukum ber-asaskan keadilan (Gerechtigkeit), asas kelayakan/kemanfaatan/
kepatutan (Gesetzmaessigkeit) dan asas jaminan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dalam
Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan, dan berdasarkan Pancasila, yang dikonstruksikan
berdasarkan paradigma carut-marut hukum dan substansinya — distorsi substansi dan
distorsi organiasi, menuntut segera para ahli hukum dan pengemban negeri ini memandang
hukum sebagai suatu sistem, dengan merekonstruksi, menafsirkan kembali serta
menciptakan hukum melalui pembentukan sistem-sistem hukum khusus (baca= hal atau
interest tertentu), dalam rangka pemenuhan tuntutan kesejahteraan rakyat -
kepentingan-kepentingan rakyat yang plural dalam NKRI dan yang hidup dalam globalisasi,
yang sarat nilai-nilai (nilai kekuasaan/politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kepercayaan atau
agama, seni, dan nilai hukum - Edward Spranger/ S. Takdir Alisyahbana). Supremasi hukum
sebagai konstruksi reformasi birokrasi (administrasi) Negara/public adalah mutlak (das
Sollen) - untuk memberi kerangka kegiatan birokrasi executive, legislative maupun yudikatif
dan menepis “politik jahat”- , karena para birokrat - organisasi administrasi Negara/ public
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membangun dirinya secara organisatoris, fungsional dan secara hukum sebagai kestauan
yang tertutup, yang mana satu administrasi publik dalam bidang-bidangnya jelas dipisahkan
(Harmut Maurer, 1992). Demikian suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan
unsur-unsur, yang satu dengan yang lain bekerjanya saling berkaitan dan ketergantungan
dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan sifat sistem hukum
yang “hal tertentu”, dan mempunyai ciri-ciri otonom, terbuka, mengatur diri sendiri
(selfsregulation), dan berkesinambungan, mengindikasikan pembentukannya secara
konstruktif (berdasarkan permasalahan yang ada), sistematis, dan logis untuk mencapai
tujuan (yang jelas dan berkeseinambungan). Sebagai contoh pembentukan sistem hukum
pertanian, yang unsur-unsurnya dapat digolongkan kedalam faktor teknis, faktor ekonomi,
dan faktor sosial, yang bertujuan untuk jaminan kesejahteraan petani, jaminan pangan
penduduk dengan harga yang pantas, dan jaminan lingkungan hidup dan pemeliharaan
pemandangan.

Endra Wijaya dan Ziatun Abdulah : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Menggugat Diskriminasi atas Nama Agama: Konsepsi Keadilan dalam Islam,
Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, dan Negara Hukum Pancasila

Praktik diskriminasi dengan mengatasnamakan agama tertentu, baik yang diwujudkan
melalui tindakan kekerasan (fisik) ataupun nonfisik, sering terjadi di dalam masyarakat
Indonesia. Kasus pelarangan ibadah bagi jemaat GKI Yasmin, Bogor, konflik antara penganut
Sunni dan Syiah di Sampang, Madura, hingga ke ceramah bernuansa SARA yang diarahkan
kepada salah satu calon pasangan pada pemilihan Gubernur DKI merupakan beberapa
contoh dari praktik diskriminasi yang mengatasnamakan agama tertentu yang telah terjadi
belum lama ini. Ironisnya, peristiwa diskriminasi tersebut justru terjadi di tengah-tengah
masyarakat 15 Indonesia yang sebagian besar penduduknya ialah muslim. Apabila kembali
mengacu pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad para ulama,
maka sebenarnya di dalam ketiga sumber hukum Islam itu dapat dijumpai banyak ajaran
mengenai konsepsi keadilan dalam Islam, yang sekaligus memberikan perlindungan kepada
kaum minoritas. Pada beberapa point, bahkan konsepsi keadilan dalam Islam yang juga
melindungi kaum minoritas itu memiliki titik temu dengan konsepsi negara hukum
Pancasila. Islam pada prinsipnya merupakan agama yang memposisikan dirinya sebagai
ajaran yang membawa rahmat untuk semesta alam (rahmatan lilalamin) yang menghargai
pluralitas dalam berbagai dimensi, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah
ayat 256. Pluralitas tersebut dijaga dan dalam keadilan serta keseimbangan selama tidak
menimbulkan kezaliman dan bencana bagi kelangsungan hidup. Konsep dalam Islam yang
seperti itu tentunya sejalan dengan pemikiran bahwa di dalam negara hukum Pancasila juga
tidak boleh ada diskriminasi. Hal yang demikian bahkan telah menjadi tema utama dalam
perdebatan mengenai dasar negara pada tahun 1957 di Konstituante. Pada perdebatan itu
disampaikan argumen bahwa Pancasila ialah wadah bagi semua golongan (aliran) sehingga
tidak akan ada golongan yang dirugikan karenanya, dan Pancasila juga merupakan dasar
untuk menggalang persatuan negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebenarnya
apabila konsepsi keadilan dalam Islam benar-benar ditegakkan, maka itu berarti juga akan
membawa pengaruh yang positif bagi perwujudan negara hukum Pancasila. Pembahasan
dalam makalah ini akan terfokus pada perihal konsepsi keadilan dalam Islam, perlindungan
terhadap kaum minoritas, dan hubungannya dengan upaya perwujudan Negara Indonesia
sebagai negara hukum Pancasila.
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Diki Elnanda Caniago, SH : Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Degradasi Nila-nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945

Implementasi dan konsistensi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
mengalami pasang-surut bergantung keadaan/ kondisi, baik itu kondisi internal bangsa dan
negara maupun kondisi eksternal (berupa globalisasi dan ancaman dari luar negeri lainnya).
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sejak Refomasi 1998 dan dilanjutkan dengan amandemen
UUD 1945 mengalami penurunan, diabaikan bahkan dilupakan. Efek negatif dari hal ini
dapat kita lihat dimana pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat jauh
dari nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang Hukum, Politik serta Ketatanegaraan, Pancasila juga
mengalami degradasi yang sangat akut. Ada banyak undang-undang, dan berbagai produk
hukum lainnya serta kebijakan dan tindakan politik dari elit-elit bangsa ini yang sengaja atau
tidak disengaja telah melanggar nilai-nilai Pancasila. Penyelenggara negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara secara formalitas tetap bersandar pada nilai-nilai
Pancasila. Terminologi “formalitas” penulis pilih karena memang bisa kita lihat pada
beberapa gejala, seperti adanya pertemuan petinggi-petinggi negara membahas pelaksanaan
Pancasila, begitu juga pidato-pidato kenegaraan serta pembicaraan pada seremonial
kenegaraan selalu menyebut-nyebut Pancasila dan menjadi semacam lip service, kemudian
dicantumkannya nilai-nilai Pancasila dalam pertimbangan peraturan atau kebijakan yang
akan diambil tetapi tidak tercermin dalam pasal atau norma-norma yang terdapat di
dalamnya. Posisi Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia sebenarnya sangat vital dan
strategis, hal ini impilkasi dari keberadaannya sebagai dasar negara. Namun, mengapa saat
ini posisi tersebut setelah reformasi digulirkan dan UUD 1945 diamandemen mengalami
degradasi yang sangat parah? Pertanyaan sederhana, misalnya: Mengapa lahir
Undang-Undang yang tidak pro rakyat, pro keadilan, dan berbau liberalisme? Kenapa ada
putusan-putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan sosial? Jawabannya adalah
karena telah terjadi degradasi nilai-nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia saat ini.
Degradasi nilai-nilai  Pancasila terjadi dimulai saat penyusunan peraturan
perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan dan penegakkan hukum. Melalui makalah
yang akan disusun, penulis mencoba menjawab pertanyaan: Hal-hal apakah yang
menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila setelah adanya amandemen UUD
1945? Dengan mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan dapat menjadi masukan bagi kita
semua untuk memperbaikinya bersama.

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-Nilai Pancasila
dalam Hukum Nasional dan Implementasinya

Pemindahan hukum (transplantasi hukum, legal transplants) dari hukum asing (foreign law)
dalam rangka pembangunan atau reformasi hukum di suatu negara menjadi makin banyak
dilakukan. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai
sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
khususnya undang-undang. Transplantasi hukum dari hukum asing dalam perspektif
perbandingan hukum dan budaya (comparative law and culture) bukan tanpa akibat. Salah
satu akibat yang muncul, yaitu terjadinya ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat
(mismatch between law and society), mengingat hukum asing memiliki basis sosial-budaya
yang berbeda dengan tempat dipindahkannya, seperti Indonesia, yang basis sosialnya
tercermin dalam nilai-nilai Pancasila atau hukum lokal. Di samping itu, penerimaan hukum
asing ke dalam hukum Nasional dapat menimbulkan persaingan, yang pada akhirnya
memungkinkan dominasi ide, konsep, dan solusi atau struktur, institusi, dan metode hukum
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asing terhadap nilai-nilai Pancasila atau norma-norma hukum lokal (local law). Tidak
mengherankan apabila terjadi penggerusan nilai-nilai Pancasila atau norma hukum lokal
oleh nilai atau norma asing dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Untuk itu, studi
mengenai hal ini sangat penting dilakukan, terutama untuk menganalisis “Konvergensi
hukum asing dan nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Nasional serta implementasinya”.
Secara teoritis, tulisan ini berhubungan dengan teori-teori transplantasi hukum, khususnya
pencampuran sistem hukum (mixing legal system) dan harmonisasi atau konvergensi
hukum. Pada akhirnya diharapkan dapat dibangun model pencampuran hukum yang
harmonis bagi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila
dan norma-norma hukum lokal tidak sepenuhya tergusur, namun sebaliknya, ide, konsep,
dan solusi atau struktur, institusi, dan metodenya mengungguli hukum asing dalam
harmonisasi atau konvergensi ketika proses pembentukan undang-undang.

Kamaruddin, S.S0s,.M.Si : Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Pancasila: Solusi Problema Patologis Multidimensi Negara Bangsa Indonesia
Tulisan ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman yang utuh tentang Pancasila sebagai

landasan Hukum Negara Indonesia. Problema patologis multidimensi yang menghimpit
Negara Hukum Indonesia hari ini, membutuhkan solusi yang efektif. Satu pandangan
memberi solusi perlu mengedepankan pentingnya pengembalian kedudukan dan peran
Pancasila. Pandangan lain, melihat pancasila tidak memiliki arti, nilai dan peran apapun
dalam penataan kehidupan bernegara dan berbangsa. Pandangan pesimis terhadap peran
pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan sebagai solusi dalam menjawab problema
Negara dan Bangsa saat ini, lebih terasa di daerah-daerah konflik. Akar tunggang
keangkuhan itu adalah pemaksaan penafsiran Pancasila menurut pemikiran dan keinginan
masing-masing. Mestinya untuk memperoleh tafsiran yang benar dan efektif sebagai
landasan Hukum dalam penataan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, mengikuti
keinginan Pancasila secara alamiah. Fokus tulisan ini di Provinsi Aceh, sebagai daerah yang
pernah dilanda konflik, dimana pada era konflik terasa masih sangat resisten terhadap
Pancasila. Namun setelah perdamaian Aceh tercipta, resistensi mulai berkurang. Dimensi
apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sikap tersebut. Kajian ini menarik dilakukan
sebab karakteristik daerah yang pernah konflik jika dibandingkan dengan daerah-daerah
lainnya di Indonesia merupakan suatu karakteristik yang khas. Sementara sumber data
kajian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam (indepth interview), Focus
Group Discussion (FGD), workshop, diklat, seminar dan tentang 4 (empat) pilar Kebangsaan,
yang dilakukan oleh penulis bekerjasama dengan Kesbang polkemendagri, Perguruan
Tinggi, Pemda dan LSM di Aceh pada kurun waktu tahun 2011- 2012. Temuan kajian ini
memberi manfaat terhadap pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang memiliki
sensitivitas sosial, ekologi dan sekaligus memberi manfaat dalam memperkaya temuan
praktis dan teoritis upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai landasan Hukum
Negara Indonesia.
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Moh Firdaus Rumbia S.H. : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Pembangunan Hukum di Bidang Ekonomi adalah Bagian dari Pelaksanaan Nilai-nilai
Pancasila dan Pembanguan Kerangka Hukum Nasional

Keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara, mempunyai beberapa dimensi yang seyogyanya
mampu menjadi titik tolak pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum secara
menyeluruh, meliputi dimensi dimensi yang melingkupi apa yang terkadung dalam ke lima
sila secara keseluruhan. Pembangunan hukum di Indonesia, memang bukan merupakan
suatu yang mudah. Pergantian kepemimpinan dan pola perwakilan menjadikan terputusnya
mata rantai pembangunan hukum tersebut. Belum lagi apabila dikaitkan dengan nilai nilai
yang dianut dari waktu ke waktu, yang jelas menunjukkan perbedaan. Salah satu
pembangunan di bidang Hukum yang cukup penting adalah penyusunan berbagai
peratutran hukum terkait dengan masalah ekonomi. Perjalanan sejarah bangsa ini mencatat,
bahwa berabagai krisis ekonomi dapat mengakibatkan krisis di seluruh sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Peristiwa krisis ekonomi ditahun 1997 seyogyanya menjadi
pelajaran bagi kita semua. Namun justru kondisi yang ada semakin mengkhwatirkan.
Undang Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan belum ada di negeri ini. Apabila Kkrisis
tersebut benar benar ada saat ini, maka Pemerintah harus menggunaklan Undang Undang
LPS atau Undang Undang OJK yang tidak spesifik mengatur masalah Kkrisis. Bahkan
kemudian hanya menjadikan suatu MoU antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan
Lembaga Penjamin Simpanan sebagai landasan untuk menanganinya. Bebarapa peraturan
perundang undangan di bidang ekonomi tidak benar benar disusun secara sempurna.
Beberapa peraturan bahwan saling bertentangan. Tulisan kali ini berusaha membedah
kerangka hukum perekonomian nasional, khususnya terkait dengan masalah ekonomi dan
keuangan. Perlu mencermati isi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, melihat
adanya celah celah hukum, melakukan identifikasi tentang kemungkinan timbulnya masalah
serta berusaha menawarkan solusi bagi perkembangan hukum negeri ini. Dan apabila akan
di bentuk suatu Arsitektur Hukum di negeri ini, keberadaan Hukum Hukum Ekonomi harus
benar benar diperhatikan. Pembangunan berbagai peraturan di bidang ekonomi tidak boleh
dikesampingkan, namun harus menjadi bagaian penting juga disamping pembangunan
berbagai peraturan di bidang lain.

Ria Casmi Arrsa : Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA)
Nomokrasi Konstitusional Pancasila:
Antitesis terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia

Sejarah perkembangan negara hukum dalam konstitusi Indonesia mengalami pasang surut
di tengah situasi politik kenegaraan, penegakan hukum, kepemimpinan dan tuntutan
masyarakat terhadap diwujudkannya demokrasi partisipatif yang menghendaki perbaikan
ketatanegaraan di berbagai bidang penyelenggaraan negara yang lebih mensejahterakan
rakyat sebagaimana amanat dan tujuan daripada berdirinya negara Indonesia. Harus diakui
bahwa sejak di proklamasikannya bangsa Indonesia sampai pada diberlakukannya UUD
1945, Konstitusi RIS, UUDS Tahun 1950, dan UUD NRI Tahun 1945 gagasan negara hukum
Indonesia mengalami pergeseran paradigmatik dan dipengaruhi oleh berbagai paham
negara hukum yang berkembang secara global baik dari perspektif pertama, rechtstaat
dengan karakteristik humanisme, individualisme, welfarestate dan demokrasi yang
mengahasilkan gagasan democratische rechtstaat kedua, nomokrasi Islam dengan
karakteristik transendental, keseimbangan, dan perwujudan negara kesejahteraan (baldatun
thayyibatun warabbul ghafur). ketiga, rule of law dengan karakteristik humanisme,
individualisme, dan liberalisme yang perkembangannya melahirkan gagasan socio
welfarestate maupun keempat, gagasan socialist legality dengan karakteristik koloktivisme
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sosial dan anti kelas. Mengacu pada perkembangan pemikiran tersebut maka harus diakui
pula bahwa negara hukum Indonesia yang berlaku pada saat ini sebagaimana termaktub
didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu bangunan yang
secara paradigmatik harus terus menerus dan berkelanjutan dilakukan penataan secara
tuntas dan paripurna mengingat bahwa dalam berbagai pandangan ahli hukum Indonesia
mengutarakan gagasan negara hukum yang saat ini dianut memiliki karakter imposed from
outside artinya suatu pemikiran yang dimpor dari luar dan diadopsi dalam suatu sistem
hukum kenegaraan di Indonesia. Dalam hal ini penulis menawarkan kerangka konstruksi
paradigmatik untuk melahirkan arsitektur pemikiran Nomokrasi Konstitusional Pancasila
sehingga gagasan pemikiran yang dimaksud akan selaras dengan cita pendiri bangsa yang
menempatkan Pancasila sebagai philosophische gronslag bangsa Indonesia.

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. : Epistema Institute
Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila
sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia

Pancasila dapat diposisikan dalam banyak tempat di dalam sistem hukum Indonesia.
Predikatnya sebagai jiwa bangsa, Leitstern, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, cita

hukum, sumber dari segala sumber hukum, bahkan (sebagian mengkategorikannya sebagai)
Staatsfundamentalnorm, menunjukkan keragaman posisi Pancasila yang justru berpotensi
merugikan eksistensi dan peran Pancasila dalam menjaga kepaduan sistem hukum nasional.
Untuk itu, perlu ada kejelasan sampai pada batas mana label-label itu dapat dikorelasikan
dengan kebutuhan berhukum di Indonesia. Kerancuan dalam pemberian label ini terbukti
telah menimbulkan kebingungan, sehingga memunculkan anggapan bahwa Pancasila telah
kehilangan fungsinya untuk memberi ciri keindonesiaan dalam format bernegara hukum
Indonesia. Di antara keragaman predikat itu, tampaknya posisinya sebagai
"Staatsfundamentalnorm™ menarik untuk ditelaah. Tulisan inipun akan lebih memfokuskan
perhatian pada salah satu label yang paling mengundang polemik itu, mengingat kaedah
fundamental negara memiliki posisi strategis. Secara hierarkis ia menduduki tempat
tertinggi dalam konstruksi sistem norma hukum. Jika menilik pada teori jenjang, kedudukan
"Staatsfundamentalnorm™ ini sangat vital karena merupakan sumber referensi bagi
pembentukan norma di bawahnya. Beberapa pandangan menilai  posisi
"Staatsfundamentalnorm” ini lebih pantas diberikan kepada Pembukaan UUD 1945 atau
kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 daripada secara spesifik diserahkan kepada Pancasila.
Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ketentuan normatif
yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan telah diformulasikan
sebagai norma hukum. la mengejawantah atau seyogianya dapat ditelusuri jejaknya di dalam
sistem hukum Indonesia itu, atau tepatnya di dalam konstruksi sistem norma hukum, mulai
dari yang tertinggi sampai terendah, bahkan sampai ke tataran praktik hukum sekalipun.
Alasan-alasan dari berbagai pandangan inilah yang akan dianalisis dan dikritisi dalam
tulisan ini, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan seberapa pantas Pancasila
dijadikan "Staatsfundamentalnorm” dalam sistem hukum Indonesia, yang pada gilirannya
juga di dalam bangunan negara hukum Indonesia.
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Yamin, S.S.,S.H.,M.Hum. M.H : Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Relasi Heuristik Filsafat Pancasila dalam Tata Hukum yang Plural

Sejak awal persiapan kemerdekaan Republik Indonesia telah diusulkan oleh Ir. Soekarno
pada 1 Juni 1945 bahwa Pancasila menjadi filosofischegrondslag atau Weltanshaung,
staatsidee, dan seterusnya dengan segala kualifikasinya, bahkan pada ujungnya Pancasila
dijadikan ‘bintang pemandu’ atau citahukum. Dengan kata lain, Pancasila menjadi
citahukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks pembentukan dan
pelaksanaan hukum tertulis dibutuhkan legislator dan penegak hukum yang komitmen
dengan paradigma Pancasila. Demikian pula dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum
tidak tertulis (seperti konvensi dan adat-istiadat) diperlukan insan yang memahami dan
mampu menjelaskan serta menjalankan Pancasila yang keadaannya sangat pluralistik. Di
beberapa hukum positif dinyatakan bahwa hukum adat dapat dijadikan asas. Dalam konteks
inilah Pancasila menjamin eksistensi hukum adat, baik tertulis yang dikaji para ahli filologi
hukum maupun tidak tertulis yang diteliti oleh ahli tradisi lisan.
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Panel 2
Ahmad Asroni, S. Fil., S. Th.l., M. Hum : Tolerance Institute

Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hukum dan HAM: Kajian atas Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006

Pasca lengsernya rezim Orde Baru, konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
(SARA) merebak di Indonesia. Salah satunya adalah konflik pendirian rumah ibadah.
Kendatipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9/2006
dan Menteri Dalam Negeri No. 8/2006 (selanjutnya disingkat PBM No. 9/2006 dan No.
8/2006) yang antara lain mengatur pendirian rumah ibadah, namun nyatanya konflik
pendirian rumah ibadah masih marak terjadi. Sebagian kasus konflik pendirian rumah
ibadah terkait dengan masalah perijinan. Konflik pendirian rumah ibadah hampir semuanya
dilandasi sebuah argumen bahwa keberadaan rumah ibadah dianggap telah meresahkan
masyarakat. Selain itu, konflik pendirian rumah ibadah dijustifikasi pula oleh argumen
bahwa bangunan/rencana pembangunan tidak sesuai dengan peruntukkan atau menyalahi
konsep tata ruang. Dalam realitasnya, keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 justru
seringkali menjadi pemicu konflik pendirian rumah ibadah. Kehadirannya kontraproduktif
bagi kerukunan hidup beragama di Indonesia. Banyak kalangan menilai PBM No. 9/2006
dan No. 8/2006 memiliki banyak kelemahan dan celah diskriminasi. Selain memiliki celah
diskriminasi, pemberlakuan regulasi tersebut berimplikasi negatif bagi (pemeluk) agama
minoritas dan agama berdenominasi banyak. Kehadiran PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006
lebih merepresentasikan kepentingan kelompok agama mayoritas dan sebaliknya
mendiskriminasikan kelompok agama minoritas. PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 kerapkali
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus hak kebebasan
mendirikan rumah ibadah. Paper ini akan menelaah secara kritis-analitis aturan pendirian
rumah ibadah yang terdapat dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam perspektif
hukum dan HAM. Di samping itu, paper ini akan mencoba menawarkan gagasan bagaimana
merumuskan regulasi pendirian rumah ibadah yang non-diskriminatif.

Dedy Kristanto : Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma
Tidak ada Hukum(An) bagi Pelanggar(An) HAM di Timor Leste:
Perspektif Sejarah dan Ingatan

Persoalan warisan kekerasan dan kejahatan masa lalu selepas runtuhnya rezim otoriter
totaliter dan perang saudara selalu menjadi bagian yang sangat kompleks dan rumit dalam
transisi kekuasaan. Kompleksitas persoalan seperti itu terjadi di Timor-Leste pasca lepas
dari Indonesia. Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan pada masa lalu yang dilakukan oleh
Indonesia selama 24 tahun di Timor-Leste tidak secara otomatis terselesaikan dengan
pergantian rezim dan pemerintahan di Indonesia. Pengungkapan kebenaran dan upaya
perwujudan keadilan yang dilakukan di Timor-Leste sepertinya belum ada kemajuan yang
berarti. Mengapa? Karena pengungkapan kebenaran dan upaya mencari keadilan bagi para
korban kekerasan atau penyintas di Timor-Leste sangat tergantung dari sistem hukum di
Indonesia. Padahal sistem hukum di Indonesia tidak bisa dijadikan pegangan epistemologi
kebenaran dan ontologi-rasa keadilan. Buktinya sampai sekarang masih terjadi impunitas
dan pembiaran bagi para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di
Timor-Leste. Jika dalam wilayah hukum, perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran dan
keadilan atas peristiwa kekerasan dan kejahatan pada masa lalu menemukan jalan buntu,
maka wilayah lain harus bisa menjadi penjaga agar perjuangan itu tidak berhenti dan
kehabisan energi. Saya berpendapat bahwa penyusunan narasi sejarah atau historiografi
para korban kekerasan masa lalu merupakan salah satu cara untuk menjaga energi tersebut
tetap hidup. Tentu saja narasi sejarah atau historiografi tidak bisa menggantikan kebenaran
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dan keadilan dalam konteks logika hukum. Narasi hanya bisa mempertahankan “konteks
dan teks”. Kebenaran dan keadilan yang sulit ditemukan lewat logika hukum, masih bisa
diwacanakan secara utuh, lengkap dan jujur dalam narasi sejarah atau historiografi.
Karenanya, logika hukum harus terpaut erat dengan narasi sejarah atau historiografi yang
memuat aspek terdalam dari trauma, beban sosial dan penderitaan yang masih ditanggung
oleh para korban kekerasan dan kejahatan politik pada masa lalu. Dalam makalah ini, saya
ingin mengupas pertautan antara logika hukum dan narasi sejarah atau historiografi
tersebut lewat pendekatan psikoanalisa, dekonstruksi dan semiotika.

P. Donny Danardono, S.H., M.A. : Universitas Katolik Soegijapranata
Negara Hukum Indonesia dan HAM: Sebuah Paradoks

Mengapa seseorang tak boleh disakiti, didiskriminasikan, atau dibunuh? Mengapa manusia
wajib untuk saling hormat? Mungkin banyak yang akan menjawab: karena setiap orang
punya hak-hak dasar (asasi) sebagai manusia, seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen HAM lainnya. Jawaban
ini normatif legalistik dan karenanya menyedarhanakan. Sebab mungkinkah manusia
memastikan siapa dirinya atau mendefinisikan dirinya seperti yang tertulis dalam DUHAM
itu? Bukankah itu adalah berbicara tentang diri sendiri kepada diri sendiri: sebuah
solipsisme? Itu sebabnya perdebatan tentang siapa manusia dan apa humanisme belum
berakhir. Itu juga sebabnya perdebatan tentang relativitas dan universalitas HAM belum
tuntas. Dalam tulisan ini saya mau menunjukkan, bahwa berbagai konsep filosofis tentang
humanisme dan DUHAM tak pernah berhasil menjadi dasar relasi etis antar manusia. Secara
etis, saat berelasi, setiap orang, walau telah mengetahui sebuah versi humanisme tertentu
dan DUHAM, mendasarkan relasinya pada pengalaman tentang ‘yang-tak-mungkin’ (the
impossible); sebuah pengalaman tentang sesuatu yang tak bisa dirumuskan secara pas
dalam bahasa, sesuatu yang tak terkatakan, yang gelap, dan karenanya mengancam
eksistensi mereka. ‘Yang-tak-mungkin’ (the impossible) ini juga yang sebenarnya mendasari
perumusan DUHAM maupun berbagai konsep tentang humanisme. Tapi ‘ketakmungkinan’
itulah yang membuat perumusan dan berbagai strategi mewujudkan DUHAM dan
humanisme senantiasa tidak bisa pas, reduksionistis, menimbulkan korban, dan
kontroversial. Untuk itu saya akan mengungkap paradoks negara hukum Indonesia, sebuah
negara, yang seperti negara-negara lain, kemunculannya mendahului konstitusi dan baru
setelahnya mengesahkan konstitusi. Karena itu setiap hukum yang dibuat oleh negara,
termasuk UU HAM, akan sekaligus sah dan tidak sah.

Siti Rahma Mary dan Melly Setyawati: Perkumpulan HuMa
MIFEE: Proyek Perampasan Tanah Orang Malindanim

Preambul Konstitusi 1945 Amandemen IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama
negara adalah menyejahterakan warga negaranya. Negara bertanggungjawab melindungi
hak asasi manusia dan menjamin akses warga negara terutama di bidang ekonomi,
sosial-budaya (Ekosob). Namun sebuah paradoks terjadi di Merauke, Papua. Saat
perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan dan hutan industri merampas
tanah-tanah adat yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat, negara tidak
melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah adat, tapi justru memfasilitasi
perampasan itu dengan dalih ketahanan pangan. Proses perampasan ini dilegitimasikan
melalui program ekonomi luar biasa dalam disain Masterplan Percepatan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EIl) yang dicanangkan Presiden SBY pada tahun
2010. Pemerintahan SBY berencana menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional
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melalui proyek Merauke Integrated Energy Food and Estate(MIFEE). Di tengah tiadanya
perlindungan negara itu, terjadi negosiasi yang tak seimbang. Perusahaanperusahaan itu
mendatangi dan membujuk masyarakat untuk melepaskan tanahnya. Paper ini membahas
strategi negara dan perusahaan-perusahaan besar, di bidang perkebunan dan hutan industri,
yang menindas suku Malind-Anim dan mengingkari konstitusi dalam pelaksanaan proyek
MIFEE di Merauke, sebagai pola baru perampasan tanah yang disebut “green grabbing”.
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Panel 3
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Konsep Pendidikan Tinggi Hukum yang Berkatakter melalui Terwujudnya Sarjana
Hukum yang Profesional, Humanis dan Religius

Banyaknya kasus yang terekspos di media massa telah membuktikan Lemahnya piranti
hukum yakni kehakiman, kejaksaan,kepolisian, dan para praktisi hukum lainnya, yang belum
mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana mesti. Bahkan ketua KPK sebelumnya
tersangkut dengan permasalahan hukum. Atau adanya beberapa legislator yang justru
terlibat dalam pelanggaran hukum. Atau berita bahwa 50 persen PNS telah melakukan
tindakan korupsi. Kabar tersebut terkait dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilaporkan oleh wakil ketua PPATK Agus Santoso.
Tentunya ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan hal ini terjadi. Sebagaimana teori
sebab akibat ataupun terdapat dalam peribahasa ada asap ada api. Salah satu kesalahan
yang menyebabkan perilaku korupsi di Indonesia saat ini ‘menggurita’ adalah sistem
pendidikan yang ada di negara ini. Betapa banyak orang-orang yang berorientasi profit
ketika menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karenanya mendesak diperlukan suatu
konsep pendidikan tinggi hukum yang lebih berkarakter Sebenarnya Seiring dengan
Perubahan dan Perbaikan kurikulum pendidikan tinggi dengan merujuk pada Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 017/D.0/1993 jo. SK. Mendikbud No.
036/U/1993, dan SK Mendikbud No. 0325/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara
Nasional program sarjana llmu Hukum menyatakan bahwa dalam jenjang pendidikan
Sarjana llmu Hukum (S1) tidak ada jurusan atau dihapusnhya jurusan. Telah membuka
kesempatan bagi Pendidikan tinggi hukum untuk menerapkan kurikulum yang responsive
bahkan bisa progresip demi menjawab keprihatinan akan mutu lulusan pendidikan Tinggi
hukum. Sehingga bertitik tolak dari visi, KURTI dan KURNAL serta konsentrasi/ bagian/
program studi dengan masing-masing MK Wajib dan pilihannya serta pengkajian secara
menyeluruh terhadap kelemahan substansif dalam kurikulum dan metode pembelajarannan
di Pendidikan Tinggi Hukum, maka solusi yang tepat adalah kurikulum yang berkarakter
adalah yang mampu mewujudkan sarjana hukum yang profesional, humanis dan religius.

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH.M.Hum : Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Pendidikan Tinggi Hukum: Sebuah Pemikiran ke Arah Perubahan Paradigma

Paradigma pendidikan hukum di Indonesia, tampaknya masih didominasi oleh
penggambaran mengenai kebenaran profesional daripada kebenaran ilmiah. Keadaan
seperti itu tampaknya dipengaruhi oleh mapannya program pendidikan hukum untuk
melayani kebutuhan profesi, yang diselenggarakan Fakultas-fakultas Hukum. Selama ini out
put dari Fakultas Hukum, hanya akan menghasilkan para yuris profesional yang
berpandangan normatif, tidak mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya, sehingga
cenderung melihat hukum sebagai “rule and logic”, sebagai implikasinya gambar yang
lengkap mengenai hukum menjadi cacat. Oleh karena itu, perlu ada “paradigm shift”,
mengenai pendidikan hukum di Indonesia, yang cenderung positivistik, menuju pendidikan
hukum dengan pemahaman holistik dengan dibantu ilmu lain, sehingga produknya tidak
melihat hukum dengan model “kaca mata kuda”. Penggunaan optic preskriptif yang dominan
dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia, berimplikasi pada minimnya dorongan kepada
para mahasiswa untuk mengapresiasi hukum secara kritis dan juga kreatif. Oleh karena
dunia pendidikan yang berorientasi pada optik preskriptif itulah maka out put yang
dihasilkan pada akhirnya membentuk alam pikiran mereka, terutama adalah: (1) Peraturan
apakah yang harus dipakai dalam suatu kasus tertentu ? (2) Bagaimana teknik
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penerapannya? Keadaan demikian mengandung risiko terjadinya semacam penyempitan
dalam kemampuan intelektual mereka yang bertentangan dengan usaha ke arah pembinaan
seorang ilmuwan sesungguhnya. Dalam realitasnya fakultas-fakultas hukum di Indonesia
kurang mencoba untuk secara sistematik menjelaskan fenomen hukum itu, melainkan
mengajarkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan.

Nandang Sutrismo, S.H., LL.M., M.Hum., PhD : Universitas Islam Indonesia
Pendidikan Hukum Klinis: Konsep, Peluang dan Tantangan

Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya yang tidak boleh dikesampingkan dalam
membangun negara hukum Indonesia. Secara sistemik, pendidikan hukum memegang
peranan yang sangat penting baik dalam pembentukan norma-norma hukum, struktur
hukum, maupun budaya hukum. Meskipun demikian, kehidupan bernegara hukum di tanah
air masih jauh dari harapan, terutama jika dilihat dari implementasi dan penegakan hukum
yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin,
perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas. Dalam konteks ini, pendidikan
hukum yang selama ini diterapkan di tanah air turut bertanggung jawab dan perlu dikaji
ulang, terutama pendidikan hukum yang semata-mata bersifat positivistik yang memandang
keadilan semata-mata dari rumusan norma-norma hukum tertulis, dan kurang
memperdulikan aspek-aspek keadilan. Pendidikan Hukum Klinis (PHK), yang saat ini sedang
mengglobal perlu dipertimbangkan untuk merubah sistem pendidikan hukum yang berlaku
saat ini. Dalam pengertian yang lebih luas, Pendidikan Hukum Klinis (PHK) merujuk kepada
metode pengajaran hukum yang menekankan pada pengetahuan praktis dan pengembangan
keterampilan hukum mahasiswa. Dalam pengertian yang lebih spesifik PHK didefinisikan
sebagai “an educational program grounded in an interactive and reflective teaching
methodology with the main aim of providing law students with practical knowledge, skills, and
values for the delivery of legal services and social justice.” Melalui PHK, mahasiswa hukum
dapat mempelajari hukum bukan semata-mata dari buku, tetapi juga dari bekerjanya hukum
dalam masyarakat, sebab metode ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa hukum
untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah yang sesungguhnya atau dari
kasus-kasus nyata. Oleh karena itu, PHK juga disebut sebagai “experiential learning” atau
“learning by doing.” Makalah ini akan membahas mengenai bagaimana PHK akan
berkontribusi terhadap pengembangan negara hukum yang berkeadilan, dengan mengkaji
PHK tersebut secara konseptual, bagaimana peluang pengembangannya di tanah air, dan
tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan PHK tersebut.

Dr. Otong Rosadi, SH, MHum. & Awaludin Marwan, SH, MH, MA : Fakultas Hukum Universitas
Ekasakti

Pendidikan Hukum: Sebuah Kontemplasi Kritis

Pendidikan hukum Indonesia kian bertambah baik kualitasnya. Lulusan sarjana hukum
sekarang semakin banyak. Kualitasnya juga semakin meningkat. Namun serapan lapangan
kerja rupa-rupanya tak sebanyak hasil yang diproduksi dari jebolan fakultas hukum. Hal ini
dikarenakan banyak faktor. Pertama, kurangnya kemampuan dan pengalaman sarjana yang
pada saat mahasiswa hanya orientasi studi dengan standar IPK saja. Kedua, kondisi
perekonomian yang lesu di sektor swasta menyebabkan staf bidang hukum tidak dijadikan
prioritas ketimbang tenaga akuntasi, manajemen, dan bidang-bidang umum yang vital
lainnya. Namun yang paling terpenting adalah lahirnya sarjana hukum bermental baja
dengan semangat kuat memiliki idealisme sehingga tidak terjerembab dalam mekanisme
kapitalisme. Artinya, dulu banyak sarjana hukum yang hidupnya tak karuan di zaman
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kemerdekaan, lihat saja Muhammad Yamin, Soepomo, dan pendiri bangsa yang lain.
Semangat sarjana hukum tidak hanya sekrup kapitalisme yang mendukung berjalanannya
institusi negara hukum, yang barangkali tak lepas dari persekongkolan permufakatan jahat.
Namun hendaknya sarjana hukum bisa mewakafkan dirinya duduk di kursi-kursi lembab
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan bayaran seadanya. Namun tekad untuk berjuang
melindungi hak sosial, sipil, politik, dan konstitusional warga begitu kokoh terpatri di dalam
dadanya. Semangat sarjana hukum, hendaknya dirubah yang semula mental teknokrasi dan
korporasi menjadi mental pengabdian dan perjuangan. Dari sinilah keadilan sosial dimulai
dari rekonstruksi agen sosial yang bermartabat tangguh. Pola-pola keadilan sosial yang
dibayangkan oleh Amartya Sen dan John Rawls hendaknya juga diikuti dengan rekonstruksi
Subjek Zizekian. Program-program paralegal yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan
hukum kampus hendaknya lebih diprioritaskan membela hak-hak kaum miskin kota. Jatung
pendidikan hukum yakni kurikulum juga perlu ditambahkan mata kuliah pendampingan
hukum berkeadilan sosial.
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Panel 4
Fritz Edward Siregar, SH., LL.M : University of New South Wales

How Indonesia Constitutional Court has Changed Indonesia’s Constitutional Balance

The Court is central of check and balances system. However, there are two separate systems
of check and balances. The first is formal check and balance system and second, real-world
check and balances system. In exercising authority, Indonesia Constitutional Court may
reference to the Article 24C of 1945 Constitution to justify their role. Nevertheless, in the
real-world check and balances system, the Court must find certain equilibrium balance
between other two institutions, which are Executive and Legislative. If the Court able gained
their political power, the Court becomes more powerful than the technical words as stated in
the 1945 Constitution. This paper is about comparative learning from other Constitutional
Court’s experience with the objective to make Indonesia understand this situation better.
This comparative experience on one hand, point the fact that each constitutional court has
judicial review power and has the right to declare a law is unconstitutional. However, on the
other hand, comparative studies tell us that each constitutional court needs to build support
to play their role. History tells us an absolute lesson that no constitutional court is survived if
it overreaching itself. Hungarian and Russia Constitutional Court are classic examples how
executive and legislative abandon their constitutional court. From comparative experience
towards other Constitutional Courts, the Court able to exercise of their authority but in the
hand, the Court also needs to understand the political limits of their role.

Luthfi Widagdo Eddyono : Mahkamah Konstitusi
Prinsip Check and Balances dalam Penetapan Anggota Panwaslu oleh Bawaslu

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 menyatakan, ketentuan
mengenai rekrutmen anggota pengawas pemilihan umum yang harus diusulkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi untuk pengawas pemilihan umum Provinsi serta Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menghindari terganggunya
penyelenggaraan Pemilu, maka pencalonan dan pengangkatan anggota pengawas pemilihan
umum cukup dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) atau pengawas pemilihan umum. Putusan demikian mengandung dua makna
hukum. Pertama, pandangan bahwa prinsip checks and balances tidak hanya dihubungkan
dengan pemisahan (separation of power) cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif, melainkan hubungan antara “pengawas dan yang diawasi” yang didasari
rasionalitas proporsional hubungan antarlembaga negara. Kedua, perkara Nomor
11/PUU-VIII/2010 sebenarnya mengandung unsur sengketa antara dua lembaga negara,
yaitu KPU dan Bawaslu karena tidak hanya terkait dengan interpretasi atas norma,
melainkan atas nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang tidak diakui oleh KPU.
Permasalahan demikian ternyata dapat diselesaikan dalam forum pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945.
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Dr. Sulardi, S.H., M.Si., : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil dalam Rangka Mewujudkan Check And
Balances dalam Penyusunan Undang-Undang

Ajaran pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan Trispolitika yang digagas oleh
Montesquieu itu tujuannya untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut
pada satu tangan agar tidak terjadi kesewenangwenangan. Ajaran ini kemudian diiringi
dengan adanya teori cheks and balances di antara tiga cabang kekuasaan; eksekutif, legislatif
dan yudikatif. Doktrin pemisahan kekusaan dan cheks and balances secara prinsip dapat
diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil sebagai anak kandung dan semata
wayang dari doktrin pemisahan kekuasaan itu, sebab di luar sistem pemerintahan
presidensiil, kekuasaan dalam lembaga kekuasaan cenderung menganut model pembagian
kekuasaan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengklaim melaksanakan sistem
pemerintahan presidensiil. Konsekuensi atas pilihan sistem pemerintahan presidensiil ini,
penerapan pemisahan kekusaan yang di dalamnya mengandung semangat cheks and
balances merupakan suatu keniscayaan. UUD Negara Rl tahun 1945 secara ekplisit telah
melakukan pemisahaan kekuasaan pada masing masing lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Akan tetapi seiring dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, di samping Dewan
Perwakilan Rakyat memunculkan masalah terkait dengan kewenangan legislasi Dewan
Perwakilan Daerah dan mekanisme kekuasaan penyusunan undang-undang. Dewan
Perwakilan Daerah, sebagai lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak sepenuhnya
mempunyai kekuasaan legislasi dibandingkan dengan kewenangan yang ada pada Dewan
Perwakilan Rakyat. Akan tetapi Presiden selaku lembaga eksekutif justru mempunyai
kekuasaan yang besar dalam penyusunan undang-undang. Penguatan sistem pemerintahan
presidensiil dengan menata ulang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden serta merombak mekanisme penyusunan undang-undang
merupakan gagasan alternatif dalam rangka mewujudkan cheks and balances dalam
penyususnan undang-undang.

Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. : Fakultas Syari’ah IAIN Universitas Sunan Ampel

Membangun Harmonisasi Kedudukan dan Fungsi antara DPD dengan DPR dalam
Rangka Pelaksanaan Fungsi Check and Balances pada Lembaga Perwakilan Rakyat
dalam Sistem Bikameral

DPD dalam kedudukan selaku lembaga Negara dalam sistem bikameral diformulasikan
sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara kelembagaan memiliki kedudukan yang
sama dengan DPR. Bahkan dari segi karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah, DPD
memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya
berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah. Permasalahannya, dalam
konteks ketatanegaraan Indonesia, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi kedudukan dan
fungsi antara DPD dan DPR. Keadaan ini melemahkan fungsi DPD selaku lembaga Negara:
Pertama, di bidang fungsi legislasi DPD tidak memiliki zelfstandigheid, karena DPD hanya
sebatas sebagai lembaga yang mengajukan rancangan undang-undang. Kedua, di bidang
fungsi pengawasan hasil pengawasan DPD tidak dilanjuti oleh DPD sendiri, tetapi
disampaikan kepada DPR, sehingga DPRIah yang menentukan apakah hasil pengawasan DPD
tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Dengan demikian fungsi ini menjadi tawar ketika tidak
ditindak lanjuti oleh DPR. Berdasarkan kenyataan demikian, untuk menjalankan
fungsi-fungsi yang dimilikinya sebagaimana halnya DPR, DPD seharusnya juga dilengkapi
dengan hak-hak baik untuk lembaga ataupun anggota-anggotanya agar dapat secara
maksimal menjalankan fungsinya tersebut. Dengan kata lain perlu ada harmonisasi
kedudukan dan fungsi DPD dan DPR selaku lembaga perwakilan rakyat dalam fungsi setara
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dan seimbang dengan mengamandemen Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22D UUD NRI 1945
berkairan dengan penegasakan sistem perwakilan di Indonesia.

VeriJunaidi : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Kedudukan Bawaslu sebagai Bentuk Checks And Balances Penyelenggaraan Pemilu

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan itu
merupakan dasar pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun tidak secara
eksplisit menyebutkan kelembagaan Bawaslu, perkembangan dan penafsiran terhadap Pasal
22E Ayat (5) UUD 1945 secara tegas juga ditujukan terhadap kelembagaan Bawaslu.
Bawaslu dinilai sebagai salah satu penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 sebagai komisi pemilihan umum. Bawaslu merupakan salah
satu penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bentuk kelembagaan Bawaslu
merupakan suatu kebijakan lanjutan dari pembuat undang-undang. Perkembangan
kedudukan Bawaslu jauh sangat pesat dibanding sejarah awal pembentukannya. Kehadiran
Bawaslu awalnya lahir atas tuntutan Partai Persatuan Pembangungan (PPP) dan Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) setelah pelaksanaan Pemilu 1977. Pemilu diwarnai berbagai
bentuk pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran tersebut terakumulasi sejak Pemilu 1971
dimana manipulasi penghitungan suara oleh para petugas pemilu marak terjadi.
Pembentukan lembaga pengawas ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
(UU NO. 2 Tahun 1980) dengan nama panitia pengawas pelaksanan pemilihan umum
(Panwaslak Pemilu). Kedudukan Panwaslak Pemilu tersebut adalah subordinat dari Panitia
Pemilihan (kini bernama KPU). Desain kelembagaan itu tegas disebutkan dalam Pasal 4b UU
No. 2/1980 yang berbunyi sebagai berikut: Pada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat Il dan Panitia Pemungutan
Suara dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat Il dan
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan. Klausul “Pada Panitia
Pemilihan Indonesia...” tegas menunjukkan bahwa Panwaslak Pemilu merupakan
subordinat dari Panitia Pemilihan. Panwaslak dibentuk sebagai bagian dalam kelembagaan
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Desain Panwaslak tidak konsisten dengan latar belakang
kelahirannya. Panwaslak yang dibentuk sebagai respon atas manipulasi petugas pemilu
justru berada dibawah kelembagaan PPl dan jajarannya. Panwaslak yang tugasnya
mengawasi pelaksanaan pemilu justru bertanggungjawab kepada ketua PPl sesuai
tingkatannya. Terlihat bahwa pembentukan Panwaslak sekedar untuk meredam suasana
politik atas tuntutan PPP dan PDI.

Wahyu Rahadiyan Yana Prasetya : Faculty of Law Pesident University

Refleksi Mekanisme Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia:
Membangun Share Of Responsibility Dan Menghapus Share Of Power

Berdasarkan kamus hukum Black’s Law Dictionary, checks and balances diartikan sebagai
“arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check
or balance those of other branches.” Dari penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa checks
and balances merupakan sebuah sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara badan
kekuasaan satu dengan yang lain. Sistem ini pada dasarnya merupakan sebuah
pengembangan atas kecenderungan terhadap pemisahan kekuasaan dalam rangka

26



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kumpulan Abstrak

mencegah dominasi kekuasaan. Dalam konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen, tidak
dijelaskan bahwa Indonesia mengaplikasikan sistem checks and balances kedalam sistem
pemerintahan, melainkan lebih menekankan ajaran pembagian kekuasaan vertikal. Namun
kemudian, setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, sistem pemerintahan
mulai memiliki kecenderungan atas pandangan bahwa seluruh lembaga tinggi negara
memiliki derajat yang sama. Pernyataan tegas dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), dan
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menunjukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
menganut pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal dan mengatur mekanisme checks
and balances. Sistem checks and balances dilembagakan untuk mencegah potensi atas
penyalahgunaan oleh jabatan dalam menjalankan kekuasaan negara. Idealnya, dalam sistem
checks and balances, lembaga-lembaga negara diakui sederajat, tidak ada yang bersifat
superior atau mengalahkan lembaga lain. Dalam realitasnya, ego-sektoral masing-masing
lembaga tinggi negara menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem checks and
balances di Indonesia. Salah satu jalan keluar paling efektif adalah adanya share of
responsibility bukan share of power. Adanya kesamaan pandangan bahwa checks and
balances memiliki tujuan berasama untuk penyelenggaraan pemerintahan yang accountable,
transparan, dan berdaya guna efektif. Komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang mutlak
di lakukan.

Ziffany Firdinal : Fakultas Hukum Universitas Andalas
Gagasan terhadap Pengawasan Ideal Hakim Konstitusi Kedepan

Menjadi penting untuk mengawasi Hakim Konstitusi, karena peran dan fungsi Mahkamah
Konstitusi sangatlah penting dalam bernegara, khususnya menegakkan konsep negara
hukum di Indonesia. Fungsi lembaga ini sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole
interpreter of the constitution) sangat dekat dengan tujuan negara yang menginginkan
keadilan sosial bagi rakyatnya. Karena secara falsafi, sila kelima Pancasila serta pembukaan
konstitusi negara ini, menjamin keadilan sosial, hal ini tentu saja tertuang sebagai asas
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan teori
pemisahan kekuasaan (separations of powers) dan checks and balances, serta kedudukan
Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai tinjauan pustakanya. Bentuk pengawasan hakim
konstitusi secara umum dapat diperiodisasikan kedalam dua masa, yakni periode sebelum
dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIV/2006 tentang
pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Beranjak dari
pembahasan kondisi kekinian dalam pengawasan hakim konstitusi tersebut, dibentuk
konsep ideal pengawasan hakim konstitusi kedepan, yakni pengklasifikasian kembali konsep
pengawasan tersebut ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni pengawasan prefentif (bersifat
pencegahan) dan represif (berdifat penindakan) dengan keharusan Komisi Yudisial “ikut
campur”. Tidak dapat dimungkiri, karena sebelumnya telah ada putusan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi
lembaganya, maka menjadi tantangan dalam pengaplikasikannya, secara teoritis, hal ini
dapat dilaksakan melalui perubahan Undang-Undang Dasar dan
peraturan-perundang-undangan yang terkait. Ketika membicarakan perubahan konstitusi,
maka secara konsep bisa dilaksanakan, tetapi, dalam praktik amatlah sukar dilakukan. Oleh
karena itu, usulan perubahan tersebut dilakukan secara informal, yakni melalui konvensi
ketatanegaraan dan penafsiran hakim (Mahkamah Konstitusi). Dengan cara Mahkamah
Konstitusi “merelakan” diri untuk diawasi oleh Komisi Yudisial, serta terhadap Putusan
Nomor 005/PUU-1V/2006 diabaikan, hal ini disandingkan dengan konsep konstitusi yang
hidup (living constitution), dimana konstitusi haruslah mampu menjawab kebutuhan zaman,
dalam hal ini mampu memberikan konsep ideal terhadap pengawasan hakim konstitusi yang
telah menjadi kebutuhan.
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Panel 5
Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Mengukur Kualitas Legislasi dalam Perspektif Legisprudence

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebelum amandemen UUD 1945,
Negara Hukum tercantum dalam bagian Penjelasan sebagai salah satu pilar dalam Sistem
Pemerintahan Negara yang berbunyi: “Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum
(Rechsstaat) Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas
kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Paham negara hukum ada berdasarkan keyakinan bahwa
kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Ada dua unsur
dalam negara hukum, pertama, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah
tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga
mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif atau disebut hukum tidak hanya
memenuhi syarat formal namun secara substantif harus adil dan responsif. Alasan mendasar
negara dijalankan berdasarkan hukum adalah kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang
sama, legitimasi demokratis, dan tuntutan akal budi. Salah satu konsekwensi negara hukum
adalah pembangunan hukum positif melalui pembentukan undang-undang. Pembangunan
hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Sebagai satu tindakan politik, maka
pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor
politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak
dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang. Secara formal
kelembagaan, DPR berada di jantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide
sosial, ekonomi politik dibentuk dan atau diformulasi secara normatif menjadi kaidah
hukum. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan
terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian.
Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam
UUD 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang
dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Oleh sebab itu, sebenarnya ada teori legislasi
yang tidak senantiasa menyandarkan pada legalisme. Teori tersebut antara lain adalah teori
legisprudence, teori yang menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika
politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik, dan bisa saling berbagi peran dalam
memproses pembentukan hukum. Teori ini sebenarnya dirasakan oleh Rubin ketika
menganalisis proses legislasi dalam pembentukan “Truth in Lending Act” (Undang-Undang
Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat. Rubin menggunakan bahasa
teori pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat, teori yang menyatakan adanya tawar
menawar dari kekuatan relatif dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan
sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara besar di parlemen. Di Indonesia,
pengaturan  pembentukan undang-undang diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan baik yang secara khusus mengatur pembentukan undang-undang,
maupun secara tidak langsung yaitu undang-undang tentang susunan kedudukan lembaga
legislasi. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat,
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor 1lI/MPR/2000,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan undangudang tersebut ternyata
masih belum memenuhi cita negara hukum yaitu pertama, hubungan antara yang
memerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan
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suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif
atau disebut hukum tidak hanya memenuhi syarat formal namun secara substantive harus
adil dan responsif. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kualitas kualitas suatu
undangundang. Indikator kualitas undang-undang tersebut dapat dilihat dari seringnya
pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan undang-undang itu bisa
dijalankan atau tidak. Berdasarkan data Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2003 s.d. 13 Juni 2012, dari tahun ke tahun
jumlah undang-undang yang dimintakan pengujian bertambah. Hal ini mengindikasikan
bahwa ketidakpuasan masyarakat (pemohon pengujian) semakin meningkat. Belum lagi
mekanisme penolakan masyarakat di luar pengadilan (tidak melalui pengujian
undang-undang) dengan adanya demonstrasi dan bentuk penolakan lainnya juga marak
terjadi. Salah satu akar masalah yang perlu dilihat adalah kualitas undang-undang sebagai
produk dari legislasi di samping akar masalah lainnya misalnya kultur hukum dan struktur
hukumnya.

Asri Wijayanti : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsorcing

Hukum sebagai produk politik tampak dalam pengaturan outsourcing. Vague norm pada
aturan hukum tentang outsourcing telah menjadi sumber konflik sosial. Pengaturan
outsourcing adalah perwujudan dari ketakmungkinan pendekatan teoritis atas pembuatan
peraturan. Makalah ini berusaha membuktikan bahwa aturan hukum tentang outsourcing
adalah pragmatis. Belum sepenuhnya meletakkan dasar teori hukum dan ekonomi sebagai
meta teori dalam perumusan aturan hukum tentang outsourcing. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian
yang pertama, adalah adanya perumusan aturan hukum yang bertentangan dengan teori
hukum dan teori ekonomi. Pasal 64-66 UU N0.13/2003 bertentangan dengan teori hukum
karena meletakkan dasar modern slavery, yang melegalkan pekerja (dalam outsourcing
pekerja) sebagai obyek dari suatu hubungan hukum. Kedua, perumusan “pekerjaan
penunjang” (acontrario dari pekerjaan pokok/inti) sebagai syarat adanya pengalihan
pekerjaan bertentangan dengan teori ekonomi. Ketiga, putusan MK No. 27/PUU-1X/2011
belum menyentuh substansi kesalahan penerapan teori hukum dan ekonomi. Rekomendasi
yang dihasilkan adalah, pertama revisi aturan outsourcing hanya pada outsourcing pekerjaan
bukan outsourcing pekerja. Kedua revisi batasan pengertian pekerjaan pokok yang
seharusnya menjadi kewenangan mutlak pemberi kerja, bukan Negara (Pemerintah). Ketiga
legisprudensi seharusnya mempunyai wawasan interdisipliner untuk menciptakan hukum
yang berkeadilan.

Dian Agung Wicaksono, S.H. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Peluang Judicial Preview dalam Perbaikan Legislasi Nasional untuk Mewujudkan
Konsistensi Konsepsi Negara Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari supremasi konstitusi yang terwujud dalam
peraturan perundang-undangan. Namun, dalam realita banyak UU yang dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi karena tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan melihat
banyaknya permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, maka harus ada sebuah
mekanisme dalam proses legislasi yang bersifat preventif, yaitu dengan mekanisme judicial
preview atau pratinjau yudisial. Pengujian RUU menjadi hal yang baru untuk diusulkan
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian dengan metode penelitian kepustakaan
ini mencoba menelisik peluang pratinjau yudisial dengan terlebih dahulu berusaha
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mengungkapkan proses pembentukan undang-undang dalam praktik ketatanegaraan di
Indonesia dan mendesain mekanisme judicial preview dalam proses pembentukan undang-
undang untuk menjaga konsistensi konsepsi negara hukum di Indonesia. Proses
pembentukan UU secara tegas telah digariskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan
desain pratinjau yudisial dapat diletakkan pada tahapan pembentukan UU, ketika RUU sudah
disetujui oleh DPR dan Presiden, namun secara resmi belum disahkan menjadi UU oleh
Presiden. Tahap sebelum pengesahan (pre-promulgation) merupakan tahapan paling ideal
untuk memasukkan mekanisme pratinjau yudisial. Dalam desain pratinjau yudisial
dirancang hanya merupakan kewenangan DPR untuk dapat mengajukan pengujian dari RUU
yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden untuk diujikan kepada Mahkamah
Konstitusi sebagai bentuk dari tahapan pembentukan UU yang menjadi domain kewenangan
DPR dalam fungsi legislasi.

Eddy Asnawi, S.H., M.Hum. : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kedudukan Prolegda mempunyai arti penting dan strategis dalam pembentukan Perda,
namun masih ditemui permasalahan, yakni belum dimilikinya kesadaran konstitutional dari
penyusun Prolegda akan pentingnya mengusung sinergitas dalam setiap pembentukan
Perda. Hal ini telah menjadi fenomena di daerah, rancangan Perda tidak pernah dibahas
secara tuntas melalui kelembagaan yang berwenang (pemda dan DPRD) untuk
merencanakan secara terpola, sistematik dan terpadu akan kebutuhan Perda untuk jangka
waktu masa tertentu. Seringkali terjadi pembahasan rancangan Perda dikarenakan adanya
order maupun desakan dari pihak-hak tertentu. Akibatnya ditemui kelemahan sebagai
akibat perencanaan asal jadi yang menjadi titik lemah dalam penyusunan Perda. Tentunya
akan menghasilkan produk Perda yang kurang terintegrasi dengan bidangbidang
pembangunan daerah, bahkan tidak jarang terjadi beberapa Perda tumpang tindih dan tidak
sesuai dengan norma maupun asas pembentukannya, Perda yang tidak dapat dilaksanakan
secara maksimal, Perda yang tidak memiliki kepekaan sosial, yang kesemuanya itu biasa
disebut dengan Perda bermasalah. Domain Penyusunan Prolegda bukan hanya milik DPRD
dan Pemda, akan tetapi harus dibuka ruang publik dalam setiap penyusunan Perda sebagai
wujud dari masyarakat (partisipasi publik) dalam penyusunan Prolegda. Hal ini akan
memberikan harapan untuk melahirkan Perda yang responsif dan aspiratif. Dengan
demikian perencanaan yang baik dalam pembentukan Perda menjadi kata kunci dalam
menata sistem hukum dan produk hukum daerah secara menyeluruh dan terpadu sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari visi pembangunan daerah dan nasional.

Khotibul Umam, S.H., LL.M. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Legislasi Fikih Ekonomi untuk Mewujudkan Sistem Ekonomi Alternatif yang
Berkeadilan

Founding Father Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menegaskan bahwa di bidang
ekonomi, Indonesia tidak mendasarkan pada sistem liberalisme/kapitalisme yang
mengutamakan kekuatan modal dan tidak pula mendasarkan pada sistem etatisme dimana
kepemilikan individual tidak diakui, melainkan sistem ekonomi yang digali dari kepribadian
bangsa Indonesia sendiri. Keinginan para pendiri negara ini tercermin dalam Pasal 33 UUD
1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting dikuasi oleh negara dan
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digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan bumi, air, dan kekayayaan alam di
dalamnya dikuasi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara singkat dapat
ditegaskan bahwa sistem ekonomi yang kita anut adalah sistem ekonomi Pancasila.
Paradigma sistem ekonomi Pancasila, ternyata tidak terwujud dalam realitas empiris karena
dalam kenyataannya Indonesia lebih condong ke arah sistem ekonomi liberal. Islam sebagai
agama yang keberadaannya diakui dalam konstitusi dan merupakan agama mayoritas dari
penduduk Indonesia sebenarnya memiliki konsep ekonomi yang dapat diterapkan dalam
berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang lebih
adil. Konsep ekonomi Islam yang melarang setiap transaksi mengandung unsur maysir,
gharar, riba, dan bathil serta menggantikannya dengan prinsip syariah terbukti memberikan
rasa keadilan, bukan hanya untuk orang Islam sendiri namun juga bagi siapa saja yang
menggunakan prinsip dimaksud dalam transaksi yang dilakukan. Perbankan, Lembaga
Keuangan Mikro, Koperasi, Asuransi, Pasar Modal, dan Bisnis Syariah lain secara hukum
telah mendapatkan landasan yang kokoh. Prinsip yang digunakan oleh lembaga dimaksud
mendasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Untuk memperkuat berlakunya substansi Prinsip Syariah sebagamana tertuang dalam fatwa
DSN-MUI yang merupakan fikih nasional, legislasi ke dalam peraturan perundang-undangan
menjadi suatu keniscayaan.

M. Ajisatria Suleiman, S.H., LL M., M.L.E. : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Fleksibilitas Regulasi

Esai ini menawarkan pendekatan baru dalam menilai kemanfaatan (utility) maupun
kewajaran (fairness) regulasi atau legislasi. ‘Fleksibilitas regulasi’ diartikan sebagai
kemampuan suatu regulasi dalam beradaptasi dan merespons perubahan. Pendekatan baru
‘fleksibilitas regulasi’ sangat penting dalam konteks sistem hukum Indonesia yang memiliki
karakteristik khusus antara lain: pluralisme sosial, belum mapannya sistem politik, dinamika
perkembangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Pendekatan ini dimaksudkan
untuk memberikan kerangka teoretis dan filosofis maupun panduan praktis bagi pembuat
kebijakan maupun perancang peraturan/legislasi dalam menghadapi dinamika. Kami
menilai bahwa ‘fleksibilitas’ memegang peranan kunci dalam pengembangan sistem hukum
di Indonesia sebagai berikut. Pertama, secara material, sistem hukum Indonesia perlu
dirancang untuk meminimalisasi fleksibilitas dan diskresi yang berlebihan bagi pemerintah
dan aparat penegak hukum. Hal ini untuk mengurangi potensi korupsi dan korupsi yang
timbul karena ketidakjelasan regulasi dan kompromi yang berlebihan dengan regulator.
Kedua, secara prosedural, dalam hal pembuatan, perubahan, dan pencabutan regulasi,
sistem hukum Indonesia justru perlu dirancang untuk lebih fleksibel. Pada masyarakat yang
dinamis, plural, dan kerap berubah, kunci efektifitas dan efisiensi dari regulasi bukanlah
‘regulasi yang sempurna’ melainkan ‘regulasi yang mudah disempurnakan’. Ketiga, secara
strategi penegakan (enforcement) dan penaatan (compliance), fleksibilitas mengandung arti
tersedianya berbagai pilihan instrumen hukum dan pilihan aktor pelaksana. Adapun
sistematika penulisan adalah sebagai berikut. Bagian pertama membahas latar belakang,
konsep dasar, serta kontribusi teoretis yang hendak diisi khususnya dalam diskursus
mengenai negara hukum (rule of law). Bagian kedua memuat alasan-alasan kontekstual dan
berbagai kesalahpahaman konsep yang melandasi dibutuhkannnya alternatif pendekatan
‘fleksibilitas regulasi’. Bagian ketiga berisi mengenai landasan filosofis dan teori pendukung
dari pendekatan ‘fleksibilitas regulasi’ khususnya gagasan mengenai negara hukum, hukum
responsif, dan piramida penegakan hukum. Bagian keempat berisi mengenai berbagai
contoh aplikasi ‘fleksibilitas regulasi’ dalam praktek hukum di Indonesia. Bagian kelima
merupakan kesimpulan.
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Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M. : University of Chicago Law School
Public Choice Theory dan Aplikasinya dalam Sistem Legislasi Indonesia

Melalui tulisan ini, penulis bermaksud memperkenalkan konsep-konsep dasar Public Choice
Theory dan berbagai aplikasinya dalam konteks hukum Indonesia. Public Choice Theory
adalah suatu teori hukum yang menggabungkan pendekatan ilmu politik dan Hukum &
Ekonomi (Law & Economics) dalam menganalisis perilaku legislator, hakim dan pemerintah
dalam suatu sistem hukum dan politik. Dalam Public Choice Theory, para legislator/pelaku
politik diasumsikan sebagai makhluk rasional yang berpotensi untuk senantiasa
mengutamakan kepentingannya sendiri (self interested) dengan jalan memaksimalkan
manfaat atau utilitas yang dapat ia terima sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia.
Melalui asumsi dasar tersebut, Public Choice Theory kemudian menyusun berbagai model
yang dapat digunakan untuk memperkirakan pilihan-pilihan yang akan diambil oleh
legislator sesuai dengan institusi politik dimana mereka berada. Penulis berpendapat bahwa
penggunaan Public Choice Theory akan sangat membantu dalam mengembangkan institusi
politik (dalam hal ini DPR dan proses legislasi) di Indonesia. Alih-alih bertumpu pada
pendekatan normatif yang menafikan sifat dan perilaku dasar manusia, Public Choice Theory
ingin menunjukkan bahwa penyusunan suatu sistem legislasi yang rasional dan bermanfaat
bagi masyarakat dapat saja dilakukan sepanjang memperhitungkan dengan seksama
bagaimana legislator akan bertindak dan mengambil keputusan, hal mana dapat dilakukan
misalnya melalui penyusunan mekanisme check and balance yang tepat antara berbagai
lembaga negara serta mekanisme pengambilan keputusan antar fraksi dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan.

Rizki Emil Birham, S.H. : Universitas Indonesia

Menakar Konsistensi Legislasi DPR RI dalam Akomodasi Partisipasi Publik pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Fungsi legislasi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
merupakan fungsi istimewa yang menjadi pembeda DPR RI sebelum dengan sesudah
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Namun sering terlupakan bila dalam fungsi legislasi terdapat fungsi representasi. Semangat
menyusun produk legislasi harus dibarengi dengan jiwa representasi. Minimnya jiwa
representasi dalam proses legislasi dapat berakibat pada kualitas produk legislasi. Salah satu
contoh produk legislasi yang dapat ditakar konsistensi legislasi dalam hal representasi
adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25
Tahun 2009). Standar pelayanan pada pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009
seharusnya secara konsisten mengakomodasi mekanisme musyawarah agar tidak terjadi
reduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Mengingat ketentuan mengenai
standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 masih berpotensi membuka celah
terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan
tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik.
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Sechabudin : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Problematika Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam
Sistem Perundangundangan Indonesia Dihubungkan dengan Upaya Mewujudkan
Supremasi Konstitusi

berbentuk undang-undang, undang-undang ratifikasi memiliki kedudukan dan karakteristik
yang berbeda dengan undang-undang non-ratifikasi. Perbedaan tersebut mengakibatkan
perbedaan mekanisme pengujian terhadap undang-undang ratifikasi. Ditinjau dari aspek
supremasi konstitusi maka undang-undang ratifikasi memiliki potensi bertentangan dengan
konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam pengujian
undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Problematika tersebut dianalisis guna
menemukan cara agar undang-undang ratifikasi perjanjian internasional sejalan dengan
konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan meninjau
peraturan perundang-undangan dan kepustakaan kemudian diambil sintesis dalam
menyelesaikan problematika undang-undang ratifikasi Hasil penelitian menunjukkan
terdapat tiga problematika. Pertama, terdapat perbedaan secara formal dan materil
undang-undang ratifikasi. Secara formal merupakan undang-undang namun secara materil
merupakan perjanjian internasional. Kedua, tidak ada mekanisme judicial review yang jelas
terhadap pengujian undang-undang ratifikasi. Ketiga, apabila diterapkan mekanisme judicial
review maka pengujian tersebut tidak menghilangkan daya mengikat undang-undang
ratifikasi karena merupakan suatu perjanjian internasional. Langkah yang dapat dilakukan
oleh pemerintah adalah melakukan political review terhadap undangundang ratifikasi yang
bertentangan dengan konstitusi. Selain itu diperlukan constitutional interpretation secara
hati-hati dalam setiap ratifikasi perjanjian internasional. Berdasarkan hasil penelitian ditarik
kesimpulan bahwa terdapat problematika dalam pengujian undang-undang ratifikasi yang
berpotensi melanggar.

Victor Immanuel Williamson Nalle, S.H. : Universitas Airlangga
Judicial Preview sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Legislasi

Undang-Undang sebagai produk legislasi cenderung diposisikan sebagai produk politik.
Sebagai produk dari parlemen, yang didominasi partai politik, Undang-Undang seringkali
dianggap sebagai manifestasi kepentingan politik semata. Pandangan tersebut seolah-olah
mendapatkan afirmasi ketika suatu Undang-Undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
karena  bertentangan  dengan  konstitusi. Pada  akhirnya  Undang-Undang
kehilanganidentitasnya sebagai produk hukum dan kualitas legislasi, serta legislator,
dipertanyakan. Legisprudensi memandang legislasi bukan semata-mata sebagai keluaran
dari aktivitas lembaga politik. Keluaran legislasi, dalam perspektif legisprudensi, juga harus
dipandang sebagai produk hukum dan merupakan kristalisasi norma-norma. Oleh karena itu
seharusnya keluaran legislasi dapat dipertanggungjawabkan secara dogmatika hukum
maupun teori hukum. Judicial preview atau pengujian preventif dapat menjadi alternatif
instrumen peningkatan kualitas legislasi melalui pendekatan legisprudensi dimana suatu
rancangan produk legislasi dapat diuji konstitusionalitasnya maupun kualitasnya sebelum
dikeluarkan menjadi produk legislasi. Selain meningkatkan kualitas legislasi dan mencegah
timbulnya kerugian yang mungkin terjadi, judicial preview juga menjadi penyeimbang
antara aspek politis dan aspek yuridis dalam legislasi.
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Wahyu Heriyadi, S.H. : Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia
Perkembangan Hukum Sosial pada Era Reformasi

Salah satu tujuan dari negara kesejahteraan adalah terwujudnya keadilan sosial. Fondasi
model negara kesejahteraan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia. Jika
melihat pada perkembangan hukum di Jerman, terdapat sebuah ranah yang bernama hukum
sosial (social law). Max Planck Institute misalnya terdapat pusat kajian untuk Social Law and
Social Policy, yang memfokuskan pada sistem hukum yang melindungi masyarakat terhadap
risiko sosial. Pada tahun 1998, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam
kondisisosial politik yang menumbangkan rezim orde baru, dan di sisi lainnya berkembang
sistem hukum yang mereformasi model kesejahteraan sosial sebelumnya, yaitu bisa kita
lihat pada Undang-undang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Perlindungan Anak,
Undang-undang Penanganan Bencana, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-undang Penanganan Fakir Miskin. Dari beberapa Undang-undang tersebut, dapat
kita lihat bahwa telah terjadi suatu perkembangan dalam hukum sosial di Indonesia, yang
bisa jadi mereformasi model hukum sosial yang telah ada sebelumnya. Tulisan ini
bermaksud untuk membahas perkembangan hukum sosial di Indonesia, khususnya
perkembangan yang terjadi setelah orde baru yang tujuannya diharapkan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya.
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Panel 6
Eko Sabar Prihatin, S.H., M.Si. : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rekonstruksi Politik Hukum Kedudukan Masyarakat Adat Berbasis Kearifan Lokal

Peraturan perundang-undangan melihat desa sebagai kesatuan atau persekutuan
masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu. Persekutuan dengan wilayah tertentu
tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sepanjang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan NKRI (Pasal 1 angka 12 UU No. 32 tahun 2004). Dengan
ketentuan ini, Desa diakui memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk
otonomi biasa atau otonomi asli. Selain memiliki wilayah, kewenangan, desa juga memiliki
pemerintahan dan lembaga lain yang menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
Permasalahannya adalah Mengapa rekonstruksi terhadap UU nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur tentang KMHA atau Desa perlu dilakukan?
dan Bagaimanakah model otonomi desa, yaitu model desa sebagai unit pemerintahan paling
bawah dan otonom (desa otonom), atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang
mempunyai otonomi asli, atau tetap berbentuk campuran seperti selama ini? Desa
mempunyai wewenang tertentu, tapi juga tidak berkedudukan sebagai daerah dengan
otonomi berdasar prinsip desentralisasi, meskipun secara kelembagaan pemerintah desa,
mirip dengan kelembagaan pemerintah daerah otonom. Walaupun demikian, otonomi asli
yang dimiliki oleh desa mendapat dasar yuridis. Sehingga sebenarnya posisinya bersifat self
governing community, hanya saja tidak disebutkan secara tegas. Desa mempunyai
wewenang tertentu, tapi juga tidak berkedudukan sebagai daerah dengan otonomi berdasar
prinsip desentralisasi, meskipun secara kelembagaan pemerintah desa, mirip dengan
kelembagaan pemerintah daerah otonom. Terdapat tiga kelompok isu (subyek yang dapat
didiskusikan:

Marjinalisasi terhadap masyarakat hukum adat;
Sifat mendua peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat hukum adat; dan;

Hilangnya otonomi masyarakat hukum adat.

Adapun saran/rekomendasi yang diajukan adalah:
Normalisasi Kedudukan masyarakat hukum adat;
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan;

Pemberdayaan masyarakat hukum adat, melalui pendampingan.

Jati Nugroho, S.H., M.Hum. : Sekolah Tinggi llmu Hukum Jendral Sudirman
Hak Konstitusional Rakyat atas Sumber Daya Air:

Perlindungan Hukum Kearifan Lokal dalam Kelembagaan Himpunan Petani Pemakai
Air (HIPPA) di Propinsi Jawa Timur

Sumber daya air sebagai karunia Tuhan harus memberikan manfaat mewujudkan
kesejahteraan rakyat diamanatkan alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945. Ketentuan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam secara filosofis harus diabdikan
untuk kemakmuran rakyat dengan berkeadilan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menuntut
kewajiban pemerintah daerah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum
adat (adatrechtsgemenschap) dan berbagai hak tradisionalnya (constitutional respect and
recognition). Secara yuridis Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) memberi
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kewenangan negara mengatur diamankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sedangkan UU No. 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pengaturan hak guna air yang tidak berorientasi
keuntungan (non profit oriented) mengedepankan kemakmuran rakyat menjadi hak dan
tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Kelembagaan irigasi dibentuk secara
demokratis termasuk lembaga lokal memperhatikan kekhasan kelembagaan seperti: Subak
di Bali, Tuo Banda di Sumatera Barat, Dharma Tirta di Jawa Tengah, dan Mitra Cai di Jawa
Barat (Pasal 1 angka 21 PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang lIrigasi), dan raja bandar,
jogotirto, pekaseh dan ulu-ulu (Penjelasan Pasal 1 angka (15) PP Nomor 77 Tahun 2001),
dalam hukum negara mensyaratkan berbadan hukum dan iuran. Dengan mencermati bentuk
partisipasi masyarakat petani dalam hukum negara terjadi konflik norma (conflict of norms)
melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mengakomodir kearifan
lokal merupakan bentuk pengakuan semu (pseudo recognition) karena mensyaratkan harus
berbadan hukum dan kewajiban membayar luran Pelayanan Irigasi (IPAIR). Inkonsistensi
hukum dalam pengelolaan irigasi karena P3A dibentuk oleh pemerintah (top-down
approach) sebagai ganti kelembagaan pengelola irigasi tradisional. Ketentuan Pasal 18 B
ayat (2) UUD 1945 dengan Pasal 41 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2004 tidak dilaksanakan secara
konsekuen oleh PP Nomor 20 Tahun 2006 yang mengakui adanya pluralisme hukum
kelembagaan pengelola air irigasi secara semu. Kelembagaan pengelola irigasi di Jawa Timur
diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 oleh Himpunan Petani
Pemakai Air (HIPPA), Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 4 ayat (1) HIPPA sebagai pengambil
keputusan dan pelaku utama mengandung kekaburan hukum (vage normen) karena hanya
memperhatikan atau mengakui kelembagaan lokal saja dan konflik norma (conflict of
norms) yaitu inkonsistensi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 dengan hak
konstitusional rakyat atas sumber daya air dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18 B ayat (2)
UUD 1945 yang mengakui kelembagaan lokal beserta hak-haknya. Secara sosiologis konflik
hukum pengelolaan air irigasi, maka eksistensi kearifal lokal melalui peran ulu-ulu masih
ada dan menjadi pilihan masyarakat petani.

Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A. : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pengakuan dan Perlindungan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara
Hukum Indonesia: Sebuah Konsepsi Utopis?

Konsep negara hukum (Rechstaat atau Rule of Law) adalah konsep yang menempatkan
hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa-bernegara.
Berdasarkan hal ini, maka konsep negara hukum tidak bisa dipisahkan dari entitas negara
sebagai struktur sosio-politik makro yang memiliki kuasa atas seluruh warga negara yang
ada di dalamnya, termasuk kekuasaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagai
dasar dari negara tersebut. Sehingga, jika membicarakan konsep negara hukum atau
supremasi hukum, maka sejatinya kita sedang membicarakan konsep supremasi hukum
negara (the rule of the state laws). Di sisi lain, realitas struktur sosio-politik masyarakat
Indonesia sangatlah plural dan heterogen, karena ada begitu banyak kelompok-kelopmpok
entitias sosio-politik mikro yang terbentuk di masyarakat yang kehidupan dan hubungan
antar manusia di dalamnya didasarkan pada hukum di luar hukum negara yang mereka buat
sendiri. Salah satu contoh utama dari kelompok masyarakat seperti ini adalah masyarakat
adat yang sudah ada eksistensinya jauh sebelum Negara Indonesia didirikan. Konstitusi
Indonesia (UUD 1945) di pasal 18B ayat 2 secara tegas mengakui eksistensi masyarakat adat
beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, sebagai konsekuensi konsep negara hukum,
pengakuan dan perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dilakukan dalam konstruksi
hukum positif negara, sedangkan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya adalah
suatu hal yang hidup dalam konstruksi hukum adat yang sama sekali berbeda dan dalam
banyak hal kontradiktif dengan hukum negara. Maka pertanyaanya, bagaimanakah mungkin
pengakuan dan perlindungan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya
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dilakukan melalui hukum negara berdasarkan kerangka konsep negara hukum?
Permasalahan inilah yang diangkat dalam tulisan ini dengan mengambil contoh kasus pada
konflik agraria antara masyarakat adat melawan negara.

Nurul Firmansyah, S.H. : Perkumpulan Qbar
Pengakuan Konstitusi terhadap Desa dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Desa telah lama dikenal sebagai unit sosial - politik dan ekonomi masyarakat hukum adat di
seluruh Indonesia. Desa bertumbuh seiring-sejalan dengan perkembangan masyarakat
hukum adat. Sebagai contoh, Nagari di masyarakat adat Minangkabau. Nagari muncul dalam
tahapantahapannya sebagai unit sosial politik yang dimulai dari manaruko (pembukaan
hutan), manaratak (persiapan lahan pertanian dan pemukiman), dusun (pemukiman
sederhana), koto (kumpulan pemukiman) dan Nagari (kumpulan koto-koto). Nagari-nagari
kemudian hidup dengan otonom atas wilayah dan susunan pemerintahannya. Kehadiran
organisasi supra struktur seperti kerajaan (kerajaan pagaruyung) dan Negara
(Pemerintahan Hindia Belanda) tidak mengurangi otonomi tersebut. Desa memang hidup
dari masa kemasa dalam serial kehidupan sosial politik bangsa Indonesia, baik sejak masa
Hindu-Buddha, Islam, Kolonial Belanda dan masa kemerdekaan. Pemerintah kolonial
Belanda menyadari hal itu, sehingga melalui Inlandse Gemeente Ordonansi tahun 1906
mengakui desa sebagai rechtspersoon yang otonom dan punya legal standing
(Wignjosoebroto, 2012). Oleh sebab itu, memang beralasan kiranya, Pendiri Republik
Indonesia (founding father) menyadari bahwa desa sebagai “Roh” kehidupan berbangsa dan
bernegara. Upaya itu telah dimulai sejak sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan sidang-sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagaimana tercatat dalam risalah yang dirujuk
(Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995). Moh Yamin secara gamblang menyebutkan ;
“... Kesanggupan dan kecakapan Bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak
tanah yang semenjak beribu-ribu tahun menjadi dasar negara dan rakyat murba, dapat
diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700
nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah
Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain-lain sebagainya. ...” Hasilnya, pasal 18 UUD 1945
sebelum Amandemen adalah dasar konstitusional pengakuan desa sekaligus hak — hak
masyarakat hukum adat yang melekat terhadapnya (baca : volksgemeenschappen ).
Pengakuan tidak bersarat dan otomatis dalam konstitusi ini terputus sejak lahirnya UUPA
tahun 1960 melalui persyaratan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, yang
kemudian diikuti dengan persyaratan administratif pengakuan hak-hak masyarakat hukum
adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Bahar, 2012). Kondisi ini diperparah
lagi dengan intervensi berlebihan Negara terhadap desa melalui UU Pemerintahan Desa
tahun 1979 yang mereduksi desa sekedar administrasi pemerintahan dalam lingkungan
sentralistik (Zakaria, 2000). Hal-hal tersebut berdampak pada kaburnya desa / masyarakat
hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak (Bahar, 2012). Akibatnya, berbagai
tindakan-tindakan perampasan hak-hak desa masif terjadi sampai saat ini, terutama terkait
dengan hak ulayat dan sumber daya alam. Makalah ini mencoba menelaah posisi hukum
desa sebagai subjek hukum dengan hakhaknya yang melekat dalam konstitusi dan peraturan
perundang-undangan. Metode kajian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan
menelaah norma-norma peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian ini
secara sistematis dan logis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan berguna bagi penguatan
konsep hak-hak desa/masyarakat hukum adat dalam hukum nasional, dan selanjutnya,
secara praktis juga diharapkan bisa menyumbang masukan dalam proses legislasi
pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat terutama terkait dengan RUU Desa dan RUU
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
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Drs. R. Yando Zakaria : Lingkar Belajar untuk Pembaruan Desa dan Agraria

Mendudukkan Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Salah satu pasal konstitusi yang mengalami perubahan adalah Pasal 18. Meski tidak
ternyatakan secara implisit (Isra, 2012), makna amandemen ini perlu digali dan
diperbincangkan secara sungguh-sungguh. Setidaknya ada dua alasan pokok yang
menyertainya. Pertama, amandemen terjadi di tengah-tengah perdebatan tentang
ambiguitas kedudukan (otonomi) desa atau disebut dengan nama lain sebagai wujud
‘susunan asli’ itu terhadap (otonomi) Pemerintahan Daerah atau sebaliknya (Zakaria 2000 &
2004; Depdgari, 2012); dan kedua, amandemen itu juga hadir di tengah keriuhan sengketa
pendakuan (conflict of claim) antara ‘hak masyarakat hukum adat’ dan ‘otonomi sektoral’ cq.
‘hak menguasai negara’, yang bersumber dari pemberlakukan UU No. 5/1960 tentang
Pokok-pokok Agraria 1960; UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan UU sektoral lainnya
(Bekker & Moniaga, 2010; Arizona, 2011). Dalam proses amandemen Pasal 18 telah terjadi
pedebatan serius soal ketidak-konsistenan pengaturan norma-norma hukum yang
menyangkut ‘pembagian daerah yang besar dan kecil’ cqg ‘hak istimewa’, serta keberadaan
‘susunan asli’ di dalam Pasal 18. Sebagaimana yang dapat dipahami melalui risalah sidang,
perdebatan soal ambiguitas makna yang terkandung dalam norma hukum dimaksud
bermuara pada usul yang menyarankan pemilahan norma pengaturan ke dalam dua ranah
yang berbeda satu sama lainnya. Pertama, menyangkut soal ‘pembagian daerah besar dan
kecil’ cq. ‘Pemerintahan Daerah’, yang kemudian yang diatur oleh Pasal 18 dan 18A; dan
kedua, adalah soal pengakuan ‘hak istimewa’, sebagaimana yang kemudian diatur oleh Pasal
18B. Makalah ini menguraikan jawaban atas dua pertanyaan pokok yang terkait dengan hasil
amandemen Pasal 18, khususnya keberadaan Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi pada dasarnya
soal pengakuan atas ‘hak-hak masyarakat hukum adat’. Dua pertanyaan pokok dimaksud
adalah, pertama, apa implikasi kehadiran Pasal 18B ayat 2 ini terhadap kedudukan
(satuansatuan) masyarakat hukum adat dalam tata Pemerintahan; dan kedua, apa implikasi
kehadiran pasal itu bagi kejelasan status masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum
atas sumbersumber agraria dalam tatanan hukum sektoral yang ada. Dari penelusuran
data-data yang ada, baik yang bersumber dari kajian pustaka maupun akumulasi data-data
lapangan (primer), nyatalah bahwa hasil amandemen itu belum membawa perubahan yang
berarti bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di negeri ini. Hal ini
tampak jelas dalam berbagai rumusan legislasi yang terkait masyarakat hukum adat, seperti
‘RUU Desa’ yang diajukan Pemerintah maupun ‘RUU Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Adat’ yang didorong oleh gerakan masyarakat sipil sendiri. Demikian pula,
perjuangan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang sah atasberbagai sumber
kehidupan, utamanya yang menyangkut penguasaan sumber-sumber agraria, tidak lebih
ringan ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal
18B ayat 2 masih memerlukan peraturan-perundangan turunan lebih lanjut.

Saru Arifin, S.H., LL.M. : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Paradigma Legal Policy Terkait dengan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan
Hak-Hak Konstitusional Warga Perbatasan

Perbatasan Negara memiliki signifikansi konstitusional dalam hal peneguhan kedaulatan
Negara di garda depan. Dalam konteks itu, maka segala elemen yang melekat di dalamnya,
baik territorial dan kekayaan sumberdaya alam yang melekat padanya, serta manusia yang
menghuni di atasnya, wajib mendapatkan perlindungan secara hukum. Namun sayangnya,
selama kurun waktu yang cukup lama, bahkan sejak Indonesia berdiri, paradigm Negara
dalam memandang wilayah perbatasan diposisikan sebagai halaman belakang, sehingga
kondisi ini berdampak serius dalam pengelolaan perbatasan. Secara umum gambaran
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perbatasan Indonesia jauh terbelakang, jika dibandingkan dengan perbatasan di Negara
tetangga, khususnya di kawasan Kalbar-Serawak, Malaysia. Kondisi ini ditandai dengan
minimnya alokasi pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga menyebabkan masyarakat
di kawasan batas Negara tersebut menjadi termarginalkan, dan kesulitan untuk memnuhi
hak-hak konstitusional, seperti pendidikan, dan perekonomian. Paper ini dimaksudkan
untuk mendeskripsikan bagaimana paradigm kebijakan hokum yang dilakukan pemerintah
dalam pengelolaan perbatasan, baik dari tataran konsep maupun aplikasinya di lapangan.
Basis analisis menggunakan teori hokum yang digagas oleh Roscoe Pound, khususnya yang
menyatakan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam konteks ini, maka akan dianalisis
mengenai sejauhmana hukum yang dibuat oleh pemerintah, baik yang bersifat pokok
maupun teknis mampu merubah kehidupan masyarakat perbatasan kearah yang lebih baik.

Wina Puspitasari : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Bagian Kearifan Lokal dari
Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia yang Berkeadilan
Sosial

Dalam dinamika negara hukum, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga
kestabilan politik dan sosial secara pasif, tetapi juga berkewajiban untuk secara aktif
mewujudkan pembangunan ekonomi yang beorientasi pada pencapaian kesejahteraan yang
berkeadilan sosial. Upaya pemenuhan kesejahteraan tersebut dapat diformulasikan, baik
sebagai pemenuhan hak individu, maupun sebagai pemenuhan hak komunal. Penegasan
terhadap pengakuan dan perlindungan hak budaya sebagai bentuk hak komunal dari
masyarakat hukum adat diformulasikan dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Sebagai negara yang kaya akan sumber daya hayati dan budaya, Indonesia memiliki potensi
sumber daya genetik yang dikembangkan sebagai bagian kearifan lokal dari masyarakat
hukum adat. Pengetahuan yang didapat oleh masyarakat sebagai hasil interaksi ekologi,
sosial, dan budaya dinamakan “Pengetahuan Tradisional”. Dewasa ini, pengetahuan
tradisional menjadi dasar utama bagi penemuan-penemuan penting dalam bidang farmasi,
kosmetik, bioteknologi, industri kimia, dan lain-lain yang berorientasi pada komersialisasi.
Dari komersialisasi tersebut, peneliti dan perusahaan memperoleh keutungan ekonomi
secara tidak adil karena mereka mengabaikan hak-hak moral dan ekonomi dari masyarakat
hukum adat. Perlindungan hak komunal muncul sebagai politik hukum negara untuk
mengawasi akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional agar
dilakukan dengan adil dengan melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat. Hal-hal yang
harus diperhatikan dalam menentukan bentuk perlindungan terhadap pengetahuan
tradisional, yaitu: Perlindungan positif dilakukan dengan membentuk peraturan “sui
generis” di tingkat nasional; Perlindungan defensif dilakukan dengan membuat sistem data
yang menginventarisasi pengetahuan tradisional dan aset masyarakat hukum adat lainnya;
Kebijakan administratif dalam prosedur pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terdisi
dari mekanisme akses dan pembagian keuntungan; Perlindungan di tingkat internasional
dilakukan untuk menciptakan model hukum yang tepat bagi perlindungan pengetahuan
tradisional dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
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Yance Arizona, S.H., M.H. : Epistema Institute

Memerangkap Bayang-Bayang: Kajian Awal Penerapan Indikator Negara Hukum
dalam Memeriksa Persoalan Masyarakat Adat di Indonesia

Makalah ini membahas bagaimana pendekatan negara hukum digunakan untuk
menganalisis pengakomodasian dan pelaksanaan hak-hak masyarakat adat pasca Orde Baru
di Indonesia. Pendekatan negara hukum yang digunakan dalam makalah ini adalah
pendekatan elementer tentang negara (elementary approach on the rule of law) yang
meliputi 3 elemen utama, yaitu elemen prosedur, elemen substansi dan mekanisme kontrol
(Bedner, 2010). Namun, sebelum menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis
persoalan hukum tentang masyarakat adat, terlebih dahulu makalah ini akan membahas
konteks permasalah masyarakat adat kontemporer di Indonesia. Makalah terdiri dari lima
bagian. Bagian pertama adalah pengantar yang menyampaikan tentang latar belakang dan
pokok persoalan yang dibahas dalam makalah. Bagian kedua, memaparkan tentang
perkembangan isu masyarakat adat di Indonesia meliputi bagaimana persoalan
pendefinisian masyarakat adat, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat serta sinergi
gerakan masyarakat adat dengan gerakan indigenous peoples pada level internasional.
Bagian ketiga, membahas tentang elemen procedural (procedural element) dan elemen
substansial (substantive element) yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan
baik pada level nasional maupun pada level daerah. Bagian keempat membahas tentang
mekanisme kontrol (control mechanism) untuk menjamin keadilan terhadap masyarakat
adat yang disediakan melalui proses peradilan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa kasus
penting untuk melihat situasi masyarakat adat, baik kasus yang ditangani oleh Mahkamah
Konstitusi atau oleh peradilan lainnya. Bagian kelima, penutup yang akan menyampaikan
simpulan dan beberapa hal untuk pengembangan diskusi lebih lanjut.
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Panel 7
Absori : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penegakan Hukum Lingkungan dengan Pendekatan Hukum Progresif: Upaya
Mewujudkan Keadilan Lingkungan

Secara normatif hukum lingkungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982, kemudian
diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencantumkan ketentuan ganti rugi
yang begitu besar dan sanksi hukuman yang berat, namun ketentuan tersebut dalam praktek
belum menjamin para pencemar dan perusak lingkungan dapat dijerat dengan hukuman
yang setimpal. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa persidangan penegakan lingkungan yang
dilakukan di pengadilan, para pihak yang didakwa melakukan perbuatan pencemaran dan
perusakan lingkungan dapat lolos dari jeretan hukum atau memperoleh hukuman yang
ringan. Hal ini disebabkan bekerjanya hukum lingkungan di pengadilan yang dilakukan
aparat penegak hukum hanya berorientasi pada ketentuan hukum formal yang prosedural.
Hakim tidak melihat pertimbangan hukum lain yang terdapat dalam asas-asas hukum yang
hidup di masyarakat atau asas hukum mempunyai kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip
pencegahan secara dini, kehati-hatian (precautionary) dan pertangungjawaban ketat (strict
liability). Di samping itu, hakim juga tidak melihat fakta hukum yang terungkap di
persidangan sehingga keputusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan lingkungan.
Dalam berbagai kasus pengadilan sering dinilai tertutup dan berada dalam budaya otoriter,
tidak independen dan terpengaruh kepentingan lain seperti politik dan ekonomi. Karena itu,
pendekatan seperti itu kiranya perlu segera diakhiri, diganti dengan pendekatan hukum
progresif, yang menempatkan hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk
hukum, dimulai dari kesadaran yang tumbuh dari semua kalangan untuk memahami bahwa
persoalan lingkungan sudah mencapai tarap yang begitu mengkhawatirkan. Hukum
progresif cenderung pada kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Perlu adanya
terapi kejut yang segera digulirkan dalam berbagai upaya dan langkah dalam rangka
memberikan dorongan yang lebih kuat lagi penegakan hukum lingkungan. Untuk
mengatasinya perlu dilakukan gerakan penyadaran dengan pendekatan progresif yang
melibatkan pertisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam
mewujudkan keadilan lingkungan.

Deni Bram, S.H., M.H : Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Paradoks Ketimpangan Kebijakan Emisi Nasional

Dampak dari perubahan iklim yang begitu massif sekarang telah hadir bukan pada ranah
retorika dan kajian keilmuan semata, namun telah berubah menjadi suatu hal yang nyata
dan dapat dirasakan secara langsung. Hal ini mengakibatkan perbincangan mengenai
perubahan iklim saat ini memang tidak dapat lagi dikatakan hanya menjadi perbincangan
dalam dimensi disiplin ilmu tertentu semata. Salah satu kajian yang menarik untuk
dilakukan adalah menguji eksistensi aspek keadilan dalam regulasi baik internasional
maupun nasional saat ini dalam menanggulangi perubahan iklim. Dalam konteks
internasional, dikotomi negara maju dan negara berkembang seringkali menjadi landasan
untuk menentukan prinsip keadilan iklim berdasarkan common but differentiated
responsibility. Ironisnya, pada saat banyak negara berkembang memperjuangkan hak — hak
mereka untuk mendapatkan kondisi iklim yang lebih baik lewat mekanisme regulasi dan
proses negosiasi yang lebih berkeadilan, justru banyak sekelompok orang tertentu di negara
berkembang yang mencoba meraih keuntungan dengan menjadi penumpang gelap dari
akses terhadap emisi nasional. Beberapa indikator yang mendasari hal ini dapat dilihat dari
adanya pola gaya hidup yang berbeda jauh antara kota — kota besar di Indonesia
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dibandingkan dengan kota — kota di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Penelitian ini
tertuju kepada beberapa point utama : (i) Melakukan pengkajian mengenai pentingnya
konteks keadilan iklim dalam semangat penanggulangan perubahan iklim, (ii) Mencari dasar
pemahaman dari kepentingan dari negara berkembang untuk diperlakukan adil dalam rezim
perubahan iklim, serta (iii) Mencari tahu kondisi faktual mengenai adanya penumpang gelap
dari jatah emisi yang diterima Indonesia dalam sistem perubahan iklim internasional.

Harjoni Desky, S.Sos, M.Si : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madani Aceh
Kearifan Lokal dan Konservasi Berbasis Komunitas di Aceh

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, telah
menggugah kesadaran kolektif banyak pihak untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan
hanya bagi Aceh, akan tetapi juga bagi masyarakat di belahan dunia lainnya. Dalam konteks
Aceh, kesadaran kolektif tersebut seperti: upaya menghentikan konflik Aceh, gerakan ziarah
ke kampung halaman, dan perhatian untuk mengkaji kembali kearifan lokal yang dimiliki.
Dalam berapa dasa warsa sebelumnya, kearifan lokal hanya mengisi ruang diskusi pinggiran
di kalangan para aktivis masyarakat adat dan bagian kecil kaum akademisi. Saat ini, telah
banyak kajian yang dilakukan terhadap isu kearifan lokal. Untuk Aceh sendiri, kearifan lokal
banyak ragam dan bentuknya, diantaranya kearifan lokal berkaitan dengan konservasi.
Namun, sayangnya tulisan mengenai kearifan lokal dan konservasi berbasis komunikasi
lokal belum banyak dikemukakan oleh para akademisi. Untuk itu, melalui makalah ini akan
dijelaskan mengenai kearifan lokal dan konservasi berbasis komunitas di Aceh dan peluang
serta peran kearifan lokal dan konservasi berbasis komunitas di masa depan, berkaitan
dengan hukum yang mengaturnya dan diskusi soal masyarakat adat itu sendiri.

Indah Dwi Qubani, S.H, MH : Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang

Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menuju Keadilan
Sosial dan Ekologis

Sektor minyak dan gas bumi sebagai salah satu dari sumber daya alam (non-renewable)
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang
menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian
nasional, pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Pada kenyataannya, politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi
yang berlaku pada kurun waktu tertentu di Indonesia menyebabkan pengaruh yang
berbedabeda terhadap kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Prespektif penguasaan dan
pengusahaan kepemilikan energi menjadi semakin kabur, padahal Pasal 33 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan batasan kepemilikan sumber daya alam
oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya, perlu segera dilakukan reinterpretasi
kepemilikan energi secara faktual dan de facto, salah satunya adalah melalui mekanisme
transparansi tatakelola pendapatan dan lingkungan pertambangan minyak dan gas bumi
untuk mengembalikan dalam kerangka de jure dan ideal serta mendapatkan data publik
yang transparan dan berkualitas baik, yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD Negara
Republikindonesia Tahun 1945 sebagai landasan filosofis politik hukum pengelolaan minyak
dan gas bumi. Serta, untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas
minyak dan gas Bumi yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka
dan transparan demi mencapai keadilan sosial dan keadilan ekologis yang dicita-citakan.
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Maret Priyatna, S.H., M.H : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Lingkungan yang Berkeadilan Bagi
Generasi yang Akan Datang

Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur pengelolaan dan pemanfaatan bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Hal ini berdampak pada banyaknya peraturan perundang-undangan
yang mengedepankan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tanpa memperhatikan
perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Disisi lain berdasarkan amanat pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, Negara bertanggungjawab dalam “...melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.... “ Pencemaran dan perusakan
lingkungan akibat kegiatan usaha saat ini menjadi perhatian bersama mengingat dampaknya
sudah mulai dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Kegiatan
Industri, kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain di satu sisi memberikan
dampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional, namun di sisi lain memberikan
dampak negatif apabila dalam proses kegiatan usaha tersebut mengakibatkan penurunan
kualitas lingkungan akibat pengelolaan dampak yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu
penyebab permasalahan tersebut diatas adalah banyaknya peraturan perundang-undangan
yang sektoral sehingga menimbulkan banyak konflik kepentingan masing-masing sektor.
Keadilan yang ada saat ini adalah keadilan berdasarkan undangundang sektoral yang
mengedepankan pengelolaan dan kepentingan ekonomi, namun tidak memperhatikan
perlindungan dan keadilan bagi lingkungan sebagai common heritage of mankind yang
selama ini telah mendukung kehidupan manusia serta kepentingan generasi yang akan
datang. Pendekatan hukum lingkungan secara komprehensif-integral harus dikedepankan
dalam strategi pembaruan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia. Komitmen Negara
harus dapat diwujudkan dalam konstitusi. Konsep mengenain konstitusi hijau (Green
Constitution) mulai berkembang di beberapa Negara di dunia, hal ini memberikan gambaran
bahwa permasalahan lingkungan sudah menjadi perhatian masyarakat dunia (lintas batas)
seperti permasalahan perubahan iklim. Pengaturan secara tegas dalam konstitusi Indonesia
sudah selayaknya dipertimbangkan sebagai salah satu upaya dan tanggungjawab Negara
bagi perlindungan lingkungan serta kepentingan generasi yang akan datang.

Mumu Mubhajir, S.H. : Epistema Institute
Menakar Tanggung Gugat Negara dalam Pembentukan Kebijakan REDD di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam penanganan perubahan iklim,
dengan mendorong terealisasikannya REDD di level dalam negeri Indonesia sendiri.
Dukungan paling penting datang dari bantuan luar negeri, baik berbentuk dana hutang atau
hibah serta teknis. Di tingkat lapangan, pemerintah dengan sangat tanggap menyediakan
berbagai instrument kebijakan pendukung skema REDD dan mulai menginisiasi perubahan
atas kebijakan yang dianggap menjadi penghalangnya. Pelaksanaan REDD menghadapi dua
masalah sekaligus: kompetisi penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi, dan
perlindungan hak masyarakat atas lahan; dimana masalah yang terakhir disebut ditanggapi
dengan lamban, enggan oleh pemerintah. Di sisi lain, REDD sebagai bentuk gerakan
konservasi baru, membutuhkan kepastian lahan dan skema penggunaan lahan berbeda
dengan bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat sekitar lahan yang dijadikan REDD.
Dengan mengundang masuk sistem pasar bebas, REDD mengandung anasir penguasaan
lahan absolut dan bahkan penyerobotan lahan sebagaimana bentuk investasi besar ekonomi
lainnya yang pernah ada di lahan hutan. Di titik ini hak masyarakat atas lahan dan hutan
kembali rentan karena negara c.q. Pemerintah tidak lagi berbicara atas nama mereka, tetapi
sudah mewakili kepentingan pemilik modal ekonomi dan penggiat konservasi gaya baru.
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Dr. Riawan Tjandra, S.H. M.Hum : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Politik Hukum Sumber Daya Alam: Menuju Tata Kelola Sumber Daya Alam
Berkeadilan

Politik hukum Sumber Daya Alam (SDA) di negeri ini seharusnya merupakan manifestasi
dan derivasi dari Pasal 33 UUD Negara RI 1945 yang berupaya mewujudkan keadilan sosial
melalui penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Pembukaan UUD 1945 telah menginisiasi ide agar pemerintah negara Indonesia melindungi
segenap tumpah darah Indonesia atas rasionalitas untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa
sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state) dan sekaligus mewujudkan keadilan
sosial (social justice) sebagai negara hukum. Dalam perspektif politik hukum SDA, Pasal 33
UUD 1945 telah memberikan mandat konstitusional agar negara menguasai SDA untuk
mewujudkan kemakmuran rakyat, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945. Namun, alih-alih menggunakan konstitusi sebagai pedoman dalam politik hukum
SDA guna mengelola kekayaan alam Indonesia yang berwawasan pelestarian fungsi
lingkungan, ternyata politik hukum SDA telah menggeser SDA yang seharusnya menjadi
public goods untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat, menjadi privat goods yang
cenderung abai terhadap visi keadilan sosial. SDA di negeri ini kian mengalir menjauhi
konstitusi akibat salah urus kebijakan oleh para pengambil kebijakan yang telah mengorupsi
makna Pasal 33 UUD 1945, kebijakan perijinan yang koruptif hingga eksploitasi SDA, telah
mengubah maknanya menjadi “Sumber Dana Alam”. Kehancuran SDA di negeri ini menjadi
niscaya yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan secara masif. Demoralisasi
birokrasi yang berujung pada terjadinya berbagai praktik tindakan hukum pemerintah
(bestuurshandelingen) yang mengandung penyalahgunaan wewenang maupun tindakan
sewenang-wenang kian memperparah kehancuran SDA dan maladministrasi dalam
pengelolaan lingkungan. Negara yang terasa antara ada dan (ti)ada telah menjadikan SDA
negeri ini kian tergadai dan hukum yang dijalankan dengan mentalitas korup telah
menjadikan hukum sekedar instrumen legalisasi kehancuran SDA.

Dra. Vinita Susanti, M.Si : Departemen Kriminologi - FISIP Universitas Indonesia
Kasus Lapindo : Kejahatan atau Bencana Lingkungan

Tulisan ini membahas pengetahuan mengenai Kejahatan Lingkungan yang diajarkan dalam
Kriminologi. Suatu kejahatan kontemporer, yang membahas mengenai pandangan
kriminologi mengenai kejahatan lingkungan, dengan melihat unsur-unsur dari kejahatan
lingkungan: pelaku, korban, hukum dan penegakkannya. Dengan mengenali apa yang
dimaksud dengan kejahatan lingkungan, diharapkan etika lingkungan, pembangunan
berkelanjutan dan analisa dampak lingkkungan dapat mewujudkan keadilan lingkungan.
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Panel 8
Firdaus Cahyadi : Yayasan SatuDunia

Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media Di Indonesia

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika) begitu pesat di
dunia. Ada kecenderungan konvergnsi (menyatu). Artinya, jika sebelumnya teknologi
informasi, telekomunikasi dan penyiaran terpisah, maka saat ini ada kecenderungan untuk
menyatu. Di Indonesia sendiri, trend konvergensi telematika disambut dengan gegap
gempita. Melonjaknya pengguna facebook, twitter dan jejaring sosial lainnya di internet
seiring dengan meningkatnya pengguna handphone, dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Di
tengah gegap gempita era konvergensi telematika itu, ternyata ada persoalan serius terkait
telematika di Indonesia. Setidaknya ada dua persoalan. Pertama, pengguna internet di
Indonesia ternyata cenderung pasif dalam memproduksi konten. Kedua, pengguna internet,
termasuk media sosialnya, ternyata masih didominasi oleh warga yang tinggal di Jawa,
khususnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa, Indonesia Barat, dan sebagian
Indonesia Tengah. Hal itu terkait ketimpangan akses infrastruktur telematika di negeri ini.
Sebaliknya, datangnya era konvergensi telematika dimanfaatkan oleh korporasi di industri
media. Konvergensi telematika, memperkuat bisnis konglomerasi media di Indonesia yang
telah ada sebelumnya. Dengan konvergensi telematika, proses produksi berita menjadi lebih
efisien secara ekonomi. Hasil reportase lapangan seorang wartawan, kini dapat dipublikasi
di berbagai kanal sekaligus, cetak, online, televisi dan radio. Selain muncul kritik atas mutu
sebuah karya jurnalistik terkait dengan fenomena menguatnya konglomerasi media di era
konvergensi telematika ini, juga muncul kekuatiran terkait hegomoni wacana publik.
Meskipun di era konvergensi telematika juga muncul kesempatan bagi publik untuk
melawan hegomoni wacana dari media-media konglomerasi itu. Namun, dengan adanya dua
persoalan telematika seperti tersebut di atas, pertarungan wacana antara publik dan media
konglomerasi menjadi tidak seimbang. Artinya, media konglomerasilah yang akhirnya
menjadi pemenang dalam pertarungan wacana tersebut. Kebijakan telematika yang
diharapkan mampu memberi ruang bagi publik untuk mengekspresikan pendapatnya dan
membangun wacana justru mengecewakan. Keberadaan pasal karet pencemaran nama baik
di UU ITE misalnya, justru mengkondisikan publik pengguna internet bertambah pasif dalam
memproduksi konten. Begitu pula RUU Konvergensi Telematika (Multimedia) yang semula
diharapkan mampu mengatasi persoalan kesenjangan akses telematika antar wilayah di
Indonesia, justru tidak memuat hak warga negara untuk menggugat atau sekedar komplain
bila negara gagal membangun infrastruktur telematika di kawasannya. Yang tercantum
dalam RUU Konvergensi Telematika adalah hak konsumen, bukan warga negara. Dan
Telematika adalah sekedar komoditas bukan lagi sesuatu yang terkait dengan hajat hidup
orang banyak.
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Maharani Siti Shopia, S.H. : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Jaminan Perlindungan Terhadap Pers,
dalam Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pers Indonesia mencatat sejumlah wartawan yang tewas berkaitan dengan kegiatan mereka
sebagai jurnalis. Mereka, antara lain, wartawan Harian Bernas, Yogyakarta, Fuad M.
Syafruddin yang tewas pada 16 Agustus 1996 dan wartawan Radar Bali, Anak Agung Gede
Bagus Narendra Prabangsa yang dibunuh pada 11 Februari 2009 dan mayatnya ditemukan
di perairan Teluk Bangsir, Karangasem pada 16 Februari 2009. Fakta dalam beberapa kasus
ini menunjukan betapa intimidasi dan ancaman terhadap saksi kunci kerap mereka alami,
tujuannya agar kasus pembunuhan terhadap para jurnalis yang memiliki informasi penting
ini tidak terbongkar. sebut saja,dalam persidangan pembunuhan Prabangsa dengan
terdakwa Susrama, sebelumnya sempat terjadi saling bantah antara Komang Gde Wardhana
alias Mang De dengan Ida Bagus Adnyana Narbawa alias Gus Obolong. Gus Oblong
merupakan saksi kunci dan satu-satunya tersangka dalam kasus ini yang mengakui
perbuatannya. Gus Oblong menyatakan, pada 11 Februari Susrama bersama enam anak
buahnya, termasuk Mang De melakukan pemukulan terhadap Prabangsa. Setelah tewas,
jasad Prabangsa dibuang ke laut dengan jukung. Oblong mengaku sempat berniat mencabut
berkas acara karena diancam akan ditusuk oleh salah-satu anak buah Susrama. Namun,
akhirnya dia memilih menyatakan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan.
Oblong menyatakan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada tim
yang sama dengan tim Susrama dan meminta majelis hakim menunjuk pengacara negara
untuk mendampingi dirinya.

Mas Agus Firmansyabh, S.Sos., M.Si : FISIP Universitas Bengkulu
Regulasi Media: Dialektika antara Ruang Publik dan Kepentingan Ekonomi Politik

Implikasi paling nyata yang dirasakan masyarakat dari sistem demokrasi pasca kejatuhan
pemerintahan Orde Baru adalah keterbukaan informasi. Mulai dari media massa elektronik,
media massa cetak hingga internet saat ini telah berubah menjadi sangat terbuka.
Keterbukaan informasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan berbagai produk
hukum yang dijadikan landasan dalam memberikan jaminan perlindungan akan praktik
aktivitas pencarian hingga mempublikasikan informasi. UU Pers No.40 Tahun 1999, UU
Penyiaraan No0.32 Tahun 2002 hingga UU ITE No.11 Tahun 2008 diantaranya merupakan
sebagian produk hukum yang secara khusus ditujukan agar tercipta keterbukaan informasi.
Keberadaan berbagai UU itu sekaligus memberikan ruang hadirnya lembaga baru seperti
Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki kewenangan teknis untuk
mengatur sengketa pers dan penyiaran. Dalam perspektif ideal, pentingnya regulasi media
adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang berorientasi pada konsep
keberagaman kepemilikan media dan keberagaman konten dimana publik diberikan porsi
untuk mengatur dan memanfaatkan media sebagai ruang publik (public sphere). Namun
demikian, pada kenyataannya untuk mewujudkan pandangan ideal tersebut tentu saja akan
berhadapan dengan permasalahan yang sangat kompleks. Pada tataran praktik,
permasalahan yang muncul dari keterbukaan informasi dan media saat ini dirasakan
belumlah ideal. Daftar permasalahan yang muncul sangatlah panjang mulai dari kepemilikan
media yang dimonopoli, keseragamaan konten media, kesadaraan masyarakat, hingga
tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara sebagai pengambil kebijakan regulasi.
Untuk itu tujuan tulisan ini adalah mencoba mencari model hubungan yang ideal antara
negara, media dan masyarakat. Dalam mencari rumusan model tersebut, pertama-tama
adalah dengan mengali berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik regulasi media
dan keterbukaan informasi dalam kerangka negara hukum. Berbagai identifikasi terhadap
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berbagai permasalahan tersebut selanjutnya dijadikan basis dalam usaha untuk mencoba
membuat rumusan model yang mengatur bagaimana media, masyarakat dan negara dalam
praktik ideal penyelengaraan keterbukaan informasi.

Wijayanto, S.IP, M.Si : Universitas Diponegoro

Self Censorship, Media’'s Freedom and The Media’s Role in Defeating Corruption in
Indonesia

This paper aims to examine the role of mass media in defeating corruption in the case of
corruption by Kendal regent Hendy Boedoro, 2005-2007. As a method, it combines in-depth
interview and content analysis. The interview is done towards journalists, Civil Society
Organizations (CSO's) activists, judicial apparatus and government’s officials. Meanwhile, the
content analysis is done to two Indonesian newspapers (Kompas and Suara Merdeka). The
main findings of this research are as follows: first of all, based on the content analysis, it is
found that most of the articles of both newspapers fail to meet the standard of journalism i.e.
not objective and not cover both sides. Second, based on the interview, the journalists aware
that their coverage failed to meet the standard of journalism. Third, realizing that failure, the
journalist as well as the media company tend to avoid presenting a news about corruptor in
a too critical way. They’re afraid that they will be sued by the corruptor in the name of
defamation. Fourth, this leads them to do self censorship i.e. framing the news in more
favorable way to the corruptor. Fifth, this self censorship is actually a clear sign that the
mass media is actually not really free. Fifth, this self censorship and the failure of the media
to meet the standard of journalism can not be separated from the economic constrain of the
media as a business company with its market and profit orientation. Finally, this also
becomes the factor that hampers the media’s role in defeating corruption.
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Panel 9
Arif Maulana, SH. MH : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum untuk Memastikan Peradilan Berpihak pada
Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Termarginal

Konstitusi menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
(Pasal 34 UUD 1945). Jaminan tersebut tidak hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomi,
sosial, budaya namun juga jaminan terhadap perlindungan hak hukum fakir miskin sebagai
warga negara indonesia. Meskipun tidak secara tegas, jaminan hak hukum fakir miskin
tersebut tersirat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen yang mengatur
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status social,
budaya, ekonomi, maupun agama. Jaminan perlindungan hak hukum dan persamaan dimuka
hukum diejawantahkan dengan pengaturan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat
miskin yang berhadapan dengan kasus hukum (Pasal 4 UU No. 12 tentang Hak Sipil Politik).
Sebelum amandemen UUD 1945, Hak tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Pasca amandemen, jaminan tersebut diperkuat dalam UU Advokat dan
yang terakhir telah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai
jaminan baru pemenuhan hak atas bantuan hukum. Meskipun telah ada substansi hukum
yang menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum, dalam praktek masih banyak
masyarakat miskin yang tidak memperoleh haknya atas bantuan hukum. Akibatnya
masyarakat miskin berada dalam posisi yang timpang dan tertindas ketika menghadapi
permasalahan hukum. Konsekuensi yang ada adalah hilangnya harapan masyarakat miskin
untuk mengakses keadilan. Makalah ini hendak mengulas mengenai problematika
pengaturan dan praktek pemberian hak atas bantuan hukum bagi warga negara dalam
KUHAP, UU Advokat, UU Bantuan Hukum di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, apakah
telah mampu memastikan jaminan persamaan dimuka hukum dan akses keadilan bagi
masyarakat miskin dan marginal di Indonesia.

Chamelia Gunawan, S.H., M.H. : WNLP CounselorsAtLaw
Urgensi Independensi Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi
wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Saat ini
pembinaan teknis Pengadilan Pajak berada di bawah Makamah Agung, sedangkan
pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak masih berada di bawah
kewenangan Kementerian Keuangan. Dualisme kepemimpinan dalam Pengadilan Pajak ini
tentu saja menyebabkan tidak independensinya pengadilan pajak. Suatu pengadilan
harusnya idependen, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.
Selama Pengadilan Pajak masih berada dibawah Kementerian Keuangan yang notebene
merupakan institusi di mana Direktorat Jenderal Pajak bernaung, independensi Pengadilan
Pajak tidak dapat dijamin, mengingat kemungkinan adanya intervensi dari internal
Kementerian Keuangan itu sendiri. Selain itu, rekruitmen hakim yang kurang transparan
juga menjadi momok bagi independensi pengadilan pajak. Makalah ini akan membahas
mengenai urgensi independensi pengadilan pajak, mengingat pajak sebagai sumber
penerimaan negara terbesar.
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Eka Nugraha Putra, S.H., M.H. : Universitas Merdeka Malang
Keadilan Restoratif, Jalan Keluar untuk Overkriminalisasi

Dalam prakteknya, penegakan hukum pidana sebisa mungkin memenuhi asas kepastian,
keadilan dan kemanfaatan, karena dengan memenuhi asas-asas tersebut maka penegakan
hukum pidana yang bertujuan reformation, restraint, retribution dan deterrence (A.Z. Abidin
dan Andi Hamzah, 2010 : 42) dapat dicapai. Tujuan-tujuan penegakan hukum pidana
tersebut berbicara dari kacamata perbaikan terhadap pelaku, dalam bentuk rehabilitasi
perilaku, pengasingan (penjara) atau pembalasan setimpal terhadap pelaku tindak pidana.
Bagaimana dengan kacamata korban dan masyarakat di tempat terjadinya tindak pidana ?
Terlepas dari tujuan detterence (pencegahan) terjadinya tindak pidana, penegakan hukum
pidana jarang menyentuh kepentingan korban dan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan
yang bisa diajukan dalam kaitannya dengan kepentingan korban dan masyarakat dalam hal
penegakan hukum pidana adalah bagaimana penegakan hukum pidana dapat menjamin
ketertiban dan keadilan. Kemudian apakah juga ada jaminan keadilan yang dapat timbul
apabila semakin banyak bentuk kriminalisasi baru dari beragam peraturan
perundang-undangan yang dirumuskan. Keraguan akan jaminan keadilan dari beragam
bentuk kriminalisasi baru ini muncul dari adanya fenomena overkriminalisasi, dimana
dikhawatirkan dapat semakin memperberat beban kerja aparatur hukum dalam proses
peradilan pidana sehingga hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan pula
kehilangan wibawa (Salman Luthan, 2009 : 9). Penegakan hukum pidana yang hanya
menekankan lewat pembalasan kepada pelaku tindak pidana pada perkembangannya
membutuhkan alternatif pendekatan lain. Salah satunya dapat dilakukan oleh restorative
justice (keadilan restoratif). Restorative justice menjadi alternatif mengembalikan lagi
wibawa penegakan hukum pidana dan menciptakan ketertiban karena menawarkan proses
pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan
korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan
penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Makalah ini akan membahas
peluang penerapan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia, bagaimana kemudian
restorative justice dapat menjadi solusi atas adanya fenomena overkriminalisasi di
Indonesia.

Evarisan, SH, MH : Klinik Hukum Ultra Petita Semarang
Feminist Jurisprudence Alternatif Hukum yang Adil Gender

Jaminan konstitusi (UUD 1945) atas keadilan diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 24
ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
Kemudian pada Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.” Selanjutnya dipertegas kemballi pada Pasal 28 i (2) bahwa “Setiap
orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Tidak kalah penting, bahwa di dalam prinsip dasar Hak Asasi Manusia telah pula diatur
antara lain Prinsip kesetaraan: Semua manusia terlahir bebas dan memiliki kesetaraan
dalam HAM, kemudian Non-diskriminasi : terhadap ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa,
agama, pendapat politik, kepemlikan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya
seperti orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh. Namun realitas keadilan bagi perempuan
berbanding terbalik dengan apa yang dimandatkan oleh Konstitusi dan prinsip dasar HAM.
Pengalaman lapangan menunjukkan betapa netralitas hukum itu berlaku sangat Kejam
terhadap mereka yang powerless, termarjinalkan dan berjenis kelamin perempuan.
Kekejaman tersebut diantaranya adalah tidak mendapatkan KEADILAN sesuai standart dan
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prinsip HAM, perspektif yang bias gender dari aparat penegak hukum, kekosongan hukum
(recht vakum) dijadikan alasan untuk tidak memberikan keadilan terhadap perempuan,
pengabaian atas hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, hak untuk tidak disiksa dan
perlakuan buruk lainnya, hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan, dan netralitas
hukum dijadikan tameng untuk menghukum menghukum perempuan. Dari realitas tersebut,
menunjukkan berbagai ketentuan hukum yang ada memarginalkan perempuan. Banyak
persoalan-persolan perempuan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan cara pandang
positivis, untuk itu dibutuhkan cara pandang lain, teori lain untuk menjawab realitas
tersebut. salah satu teori itu adalah Teori Hukum yang berperspektif Feminis (Feminist
Jurisprudence/Feminist Legal Theory). Feminist Jurisprudence atau Feminist Legal Theory
merupakan salah satu teori hukum yang progresif dan dapat digunakan sebagai alternatif,
karena meletakkan pengalaman dan pengetahuan dari perspektif perempuan.

Herlina Permata Sari, M.Crim. : Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia
Adakah Tempat bagi Perempuan Korban Trafiking dalam Sistem Peradilan Indonesia?

Berdirinya dan berfungsinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia
merupakan pengakuan Sistem Peradilan Indonesia atas adanya korban kejahatan —yang
senantiasa terabaikan hak-hak dan keberadaannya dalam berbagai peristiwa kejahatan. Jika
dibandingkan dengan banyak sistem peradilan dan lembaga penanganan korban di dunia
yang cenderung patriarkis dan bias gender, maka analisis akademis terhadap LPSK dan
Sistem Peradilan Indonesia dari kacamata perempuan korban kejahatan dan teori
viktimologi tentunya akan amat menarik. Tulisan ini akan membahas pertama teori
viktimologi yang mengkaji korban perempuan dan sistem peradilan dari perspektif gender;
Kedua, pengalaman perempuan korban trafiking terkait Sistem Peradilan Indonesia dan
LPSK; dan Ketiga, diskusi arah perkembangan LPSK dan Sistem Peradilan Indonesia yang
berperspektif gender dari kajian viktimologi.

Irine Handika, SH. LLM : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Membayar Denda demi Mencari Keadilan: Fenomena di Pengadilan Pajak Indonesia

Filosofi pembentukan Pengadilan Pajak adalah memberi keadilan bagi para Wajib Pajak.
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga Pemerintah berkepentingan
untuk mengoptimalisasi pemungutan pajak, tanpa melanggar hak Wajib Pajak. Keterlibatan
Wajib Pajak dimulai saat terdaftar sebagai pemilik NPWP, sampai dengan penghitungan,
penyetoran dan pelaporan pajak. Meskipun sudah memiliki landasan yuridis namun tidak
menutup peluang terjadinya pelanggaran. Pelanggaran dapat berasal dari Wajib Pajak nakal
maupun dari Fiskus yang khilaf melaksanakan tugasnya. Pada saat terjadi pelanggaran Wajib
Pajak dapat menggunakan haknya mengajukan upaya hukum, yang dimulai dari Keberatan,
Banding, sampai dengan Peninjauan Kembali. Keberatan sebagai garda depan upaya hukum
hingga kini masih mengandung sejumlah kelemahan. Crash Program 2010 yang dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan memberi catatan merah bagi Bagian Keberatan DJP, dan di lain
sisi masih banyak Wajib Pajak yang tidak puas atas keputusan Keberatan yang dikeluarkan
Fiskus. Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa output dari Keberatan belum mampu
memuaskan rasa keadilan. Situasi itu berbenturan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (9) UU
KUP yang memerintahkan Wajib Pajak yang Keberatan-nya ditolak atau dikabulkan sebagian
untuk membayar denda sebesar 50% dari jumlah pajak. Pada situasi tersebut tidak ada
pilihan bagi Wajib Pajak selain mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu Banding.
Permasalahannya, Pasal 27 ayat (5d) menetapkan denda sebesar 100% bagi Wajib Pajak
yang permohonan Banding-nya ditolak atau dikabulkan sebagian. Ketentuan UU KUP
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tersebut menghalangi Wajib Pajak untuk menggunkan haknya mengajukan upaya hukum
karena harus mengkalkulasi untung-rugi sebelum mengajukan Banding. Kondisi ini
bertentangan dengan filosofi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan. Di
Pengadilan Pajak dapat dikatakan harus membayar demi mencari keadilan, meskipun
kesalahan perhitungan tidak mutlak berasal dari Wajib Pajak (dalam hal putusan dikabulkan
sebagian), Wajib Pajak tetap diharuskan membayar denda. Anomali ini hanya terjadi di
Pengadilan Pajak, dimana sebuah upaya hukum dapat berbuah denda.

Dr. Ismail Rumadan, M.H. : Mahkamah Agung Republik Indonesia
Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman:
Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check And Balances System

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri khas dari konsep negara hukum yang
tertera dalam UUD 1945. Hal yang sangat penting dari kekuasaan kehakiman yang merdeka
adalah menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (impartiality), dan tidak
dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun. Namun dalam pelaksanaanya, kekuasaan
kehakiman ini tidak mudah untuk dijalankan sebab terdapat beberapa permasalahan, baik
secara internal maupun eksternal. Permasalahan yang sangat dominan adalah bentuk
pengawsan secara eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap Mahkamah Agung (MA).
Eksistensi KY dalam UUD 1945 pasca Perubahan Ketiga UUD 1945 merupakan suatu
terobosan yang sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang kemudian
tercermin lebih lanjut dalam pembentukan UU Nomor 22 Tahun 2004, di mana KY diberi
kewenangan untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi, termasuk
pemberhentian hakim yang melanggar kode etik dan profesi hakim. Hal ini merupakan suatu
yang luar biasa ditengah menjawab keresahan dan harapan masyarakat agar dunia
peradilan di Indonesia bebas dari praktik-praktik korup. Harapan tersebut tentu sangat
mulia, tetapi dalam konteks struktur ketatanegaraan Indonesia harapan itu diterjemahkan
secara kurang tepat. Pertama, jikalau sanksi pemberhentian terhadap hakim dimaknai sama
dengan proses impeachment hakim federal di AS, hal itu tidak bisa diterapkan. Karena,
menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 7A, hanya Presiden dan Wakil Presiden saja
yang bisa diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR. Hal ini berbeda
dengan Konstitusi AS yang mengatur bahwa hakim federal juga termasuk pejabat publik
yang bisa di-impeach. Kedua, konsep impeachment terhadap hakim adalah salah satu
terjemahan dari konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers) di mana antarcabang
kekuasaan terdapat sebuah proses pengawasan dan penyeimbangan (check and balances).
Kalaupun diasumsikan KY diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam
kerangka check and balances, maka pemikiran tersebut juga mengandung masalah, karena
tugas tersebut hanya bisa dijalankan oleh badan Legislatif dan Eksekutif terhadap Yudikatif.
Jikalau KY adalah organ pendukung MA tentu tidak tepat jika dia menjalankan check and
balances terhadap MA sebagai organ utamanya, sedangkan di sisi lain KY juga tidak
diposisikan secara jelas sebagai organ pendukung pemerintah ataupun DPR. Permasalahan
ini bersumber dari keberadaan KY pasca Amandemen ketiga UUD 1945 yang menempatkan
KY dalam pisis yang sejajar dengan lembagan tinggi negeara lainnya, sehingga dalam
prakteknya KY menjelma menjadi cabang kekuasaan keempat dalam struktur
ketatanegaraan kita padahal KY adalah sebuah Komisi, yang sama posisinya dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga dapat dipastikan terjadinya konflik yang
berkepanjangan antara MA dan KY apabila permaslahan ini tidak dapat dicari solusinya.
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Panel 10
| Ketut Sudantra, S.H., M.H. : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Strategi dalam Revitalisasi Peradilan Adat sebagai Sistem Peradilan pada Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat

Revitalisasi peradilan adat dewasa ini sangat penting dan relevan dalam politik
pembangunan hukum di Indonesia. Peradilan adapt yang dimaksudkan di sini adalah suatu
sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat di Indonesia, berdasarkan pada hukum adat, dan berwenang
menyelesaikan perkara-perkara adat. Peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem
peradilan negara. Konsep ini berbeda dengan makna dari istilah “peradilan adat” yang
disebutkan dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 195. Urgensi revitalisasi
peradilan adat, setidaknya didasarkan pada empat alasan: (1) revitalisasi peradilan adat
sangat bermanfaat bagi penguatan kearifankearifan lokal dan hukum adat untuk
memperkaya sistem hukum nasional; (2) revitalisasi peradilan adat penting dalam rangka
implementasi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yaitu dalam rangka
memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional, dalam hal ini hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (3) adanya
peradilan adat yang kuat dan berfungsi efektif pada kesatuankesatuan masyarakat hukum
adat lebih memungkinkan terjadinya pemerataan keadilan dikalangan rakyat karena
peradilan adat yang berada dekat dan dalam jangkauan masayarakat kebanyakan dapat
memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang
terpinggirkan seperti masyarakat adat; (3) peradilan adat yang berfungsi efektif dapat
menyaring perkara yang masuk ke pengadilan peradilan negara sehingga dapat mengurangi
beban pengadilan dan memungkinkannya dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif
dan efisien. Mengingat urgennya revitalisasi peradilan adat, maka menjadi relevan untuk
didiskusikan dan dirumuskan strategi yang tepat agar kegiatan revitalisasi tersebut
mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Dalam implimentasinya, kegiatan revitalisasi dapat
diarahkan pada pembenahan sistem hukum peradilan adapt, baik pembenahan pada aspek
substansi, struktur maupun budaya hukumnya.

Jamielka Roosje Satyana Pilongo, S.H., M.H. : Universitas Sintuwu Maroso
Penyelesaian Sengketa Adat di Kabupaten Poso

Proses mencari keadilan bagi masyarakat dapat secara formal yaitu menggunakan lembaga
peradilan formal. Tetapi fakta bahwa pada jalur formal peradilan telah terjadi penumpukan
perkara di Mahkamah Agung. Menggunakan jalur formal ternyata sangat lama, sangat
menguras energi, tenaga dan biaya yang terbuang. Kasus-kasus demikian mungkin tidak
akan terjadi seandainya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa informal yang telah ada
sejak dahulu di masyarakat Indonesia masih cukup berfungsi. Di masyarakat Indonesia sejak
dahulu dikenal lembaga adat yang dapat menyelesaikan sengketa, yang disebut dewan
hadat. Penyelesaian sengketa atau konflik oleh lembaga adat lebih mementingkan
penyelesaian secara musyawarah, tidak mementingkan menang kalah tetapi yang lebih
penting lagi yaitu mengembalikan keharmonisan masyarakatnya. Secara yuridis formal,
undang-undang telah memberikan peluang terhadap desa sebagai masyarakat hukum untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Lembaga- lembaga adat yang
hidup di masyarakat Kabupaten Poso mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai budaya
lokal yang dapat dikembangkan menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
informal. Lembaga adat ini telah dikenal sejak dahulu. Hasil penelitian kami, lembaga adat
yang ada di kabupaten Poso adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting berada di
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desa- desa yang didomisili oleh suku Pamona dan suku-suku di daerah Lore, karena
berfungsi sebagai salah satu lembaga penyelesaian persoalan masyarakat, baik yang bersifat
sengketa maupun bukan sengketa, yang bertujuan menjaga ketententraman dan
keharmonisan sesama anggota masyarakat yang berada di desa (lipu).

Jomi Suhendri S., S.H. : Perkumpulan Qbar

Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (Ulayat) melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota:

Penerapan Peradilan Adat Di Sumatera Barat

Lembaga adat yang berperan sebagai peradilan adat sudah ada dari dulu dan telah lama
dipraktekkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau sengketa yang ada di
dalam masyarakat hukum adat. Cara ini ditempuh diantaranya untuk mengurangi biaya
perkara yang mahal karena dalam proses pengadilan berindikasi akan ada pihak yang
menang dan yang kalah. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dengan adanya putusan
sehingga prosesnya akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Selain itu juga
terjadinya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung yang memerlukan
penyelesaian yang cepat. Di Sumatera Barat lembaga adat yang menyelesaikan sengketa
perdata adat ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam konteks kembali kenagari yang
sudah berjalan hampir 11 tahun di Sumatera Barat, penyelesaian sengketa melalui lembaga
adat seperti Kerapatan Adat Nagari masih menunjukkan eksistensinya. Ini terlihat dari
beberapa kasus tanah ulayat di Sumatera Barat, diselesaikan melalui lembaga adat di nagari.
Penyelesaian sengketa berbasis komunitas ini pernah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Sumatera Barat melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.
W3.DAHT.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang Pemberlakuan Hukum Adat
Minangkabau mengenai Sengketa Tanah Pusako Tinggi, dikuatkan dengan Surat Edaran
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) No. 7/LKAAM-SBVI-1985 tanggal 10
Juni 1985 perihal Penyelesaian Pesengketaan Perdata Adat. Untuk Sumatera Barat ditindak
lanjuti dengan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang
memberikan kewenangan kepada KAN untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di
nagari. Dalam BAB VII tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pasal 12 berbunyi sengketa
tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang
berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui
musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. KAN sebagai institusi di
nagari diakui keberdaannya untuk menyelesaikan sengketa hak ulayat di nagari oleh
pemerintah, dan ini terlihat dari surat Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan
menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di pasal 2 disebutkan bahwa
Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat
hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Di Nagari
Situjuah Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota, KAN sebagai institusi yang bewenang
menyelesaikan sengketa masih menunjukkan eksistensinya. Dari jumlah kasus yang masuk
sebanyak 4 kasus dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Nagari Situjuah Gadang, semuanya
bisa diselesaikan oleh KAN. Putusan yang sudah dikeluarkan oleh KAN dipatuhi dan
dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Khusus untuk kasus pidana, KAN tidak
memproses karena tidak menjadi kewenangan KAN, dan kasus ini diselesaikan pada tingkat
kaum dan suku atau diserahkan kepada pihak kepolisian.
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Dr. Juniarti: Pusat Analisis Perubahan Sosial Aceh

Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan
dan Kaum Marjinal

Lahirnya aturan adat istiadat sebagai kearifan lokal di Aceh bertujuan untuk mengatur tata
hubungan masyarakat yang ada di dalamnya, termasuk juga dalam mengatur penyelesaian
masalah sosial kemasyarakatan, yaitu: melalui Peradilan Adat. Namun, sayangnya
keberadaan peradilan adat di Aceh mengalami pasang surut dalam pusaran kebijakan secara
nasional maupun kedaerahan, Untuk itu, penelitian ini bertujuan: pertama, menemukan
beberapa kelemahan peradilan adat dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum
marjinal: kedua, menemukan peluang peradilan adat dalam memberikan keadilan; dan
ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjadikan paradilan adat mampu
memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah pengamatan lapangan di
beberapa Kabupaten di Provinsi Aceh, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan: pertama, kelemahan yang dihadapi peradilan adat di Aceh, yaitu: masih
kurangnya pengakuan negara/daerah terhadap eksistensinya; mulai berkurangnya
kepercayaan masyarakat; dan kecenderungan masyarakat pada alternatif penyelesaian
hukum yang lain; kedua, peluang yang dimiliki peradilan adat di Aceh adalah adanya
dukungan masyarakat, tradisi kebudayaan yang kental akan nilai-nilai keislaman; adanya
dukungan peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang (Undang-Undang No.11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh) maupun beberapa ganun pendukung lainnya; dan adanya
lembaga semi pemerintahan, yaitu: Majelis Adat Aceh (MAA); dan ketiga, langkah-langkah
strategis yang dapat diterapkan untuk menjadikan peradilan adat di Aceh dapat
memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal adalah dengan cara melakukan
sosialisasi peradilan adat, penguatan kapasitas personel dan kelembagaan peradilan adat,
membangun  kerjasama antar lembaga, dan komitmen serta keseriusan
pemerintah/pemerintah daerah dalam mendukung peradilan adat di Aceh baik dalam
bentuk alokasi dana, sarana prasarana maupun peraturan pendukung.

Mohamad Jamin, S.H., M.\Hum. : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Peradilan Adat dalam Sistem Kekuasaan
Kehakiman untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Peradilan adat eksis di Nusantara jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Pada masa kolonial
Belanda peradilan adat tetap diakui dan berlaku untuk pribumi dan masyarakat hukum adat.
Ironisnya di era kemerdekaan, dimulai dengan UU Darurat Rl Nomor 1 Tahun 1951 tentang
Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan
Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, dan dipertegas semua undang-undang penggantinya,
terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, justru peradilan adat
tidak diakui. Politik hukum unifikasi dan sentralisme peradilan menyebabkan tidak ada
peradilan di luar peradilan negara. Hal ini adalah pengingkaran (political of ignorance)
terhadap hukum/peradilan adat, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan (2), Pasal 28I
Ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat, dan hak masyarakat tradisional, sekaligus inkonsisten dan conflict of norm
dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Politik hukum dalam kostitusi tidak dikuti oleh
politik perundang-undangan kekuasaan kehakiman, apalagi hingga kini belum ada UU
tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Masyarakat adat di Papua sedikit
“beruntung” dengan terbitnya UU No. 21 tahun 2001tentang Otsus Papua, yang mengakui
peradilan adat meskipun bersifat semu (pseudo recognition). Kebutuhan peradilan adat
bukan hanya untuk Papua, pada masyarakat hukumadat lainnya peradilan adat ipso facto
masih sangat berperan sebagai self regulating mechanism atau community justice system.
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Ke depan diperlukan rekonstruksi politik hukum pengakuan peradilan adat menuju
pengakuan yang utuh dan hakiki (genuine legal recognition). Disaat kondisi peradilan
negara yang carut-marut dan banyaknya kasus “sandal jepit”, keberadaan peradilan adat
semakin urgen mengurangi over loaded perkara, lebih mewujudkan keadilan restoratif dan
meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat yang jauh dari coverage
hukum/peradilan negara.

Tandiono Bawor Purbaya : Perkumpulan HuMa

Revitalisasi Peradilan Adat? Ketika Negara Tidak Mengakui Peradilan Adat: Studi
Respon Negara terhadap Penyelenggaraan Peradilan Adat dalam Konflik Sumberdaya
Alam di Kalimantan Barat

Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum'.
Hukum dalam hal ini dimaknai sebagai hukum produk negara dan pemerintahan. Upaya
pembaharuan hukum yang telah dilakukan terbatas pada tingkatan substansi dan institusi
hukum. Namun secara faktual kehidupan berhukum tidak kunjung membaik bahkan
semakin merosot. Hukum tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak
berpersfektif keadilan sosial. Hukum digunakan secara efektif untuk mengambilalih sumber
daya alam yang mengakibatkan semakin hilangnya unit-unit kedaulatan rakyat atas
sumber-sumber kehidupannya. Berbagai pihak mencoba mencari alternatif penyelesaian
yang diharapkan mampu untuk menerobos kemacetan yang terjadi. Salah satu pilihan yang
ditawarkan adalah melakukan revitalisasi peradilan adat. The World Bank, secara khusus
telah melakukan penelitian tentang keberadaan peradilan non negara dan optimis untuk
menggunakan mekanisme peradilan adat/non negara untuk menopang sistem pencapaian
keadilan yang sudah dibangun oleh negara. Optimisme tersebut harus dikaji kembali, salah
satunya karena meskipun keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dijamin
konstitusi, namun sistem peradilannya tidak pernah diakui secara hukum. Penghapusan
peradilan adat melalui UU No.1/Drt/1951 telah berdampak pengingkaran terhadap
eksistensi keseluruhan mekanisme hukum adat. Dalam berbagai proses yang sifatnya
individual dan tidak mengganggu kepentingan pemerintah dan pemilik modal, mekanisme
ini diasumsikan dapat digunakan untuk pencapaian pemenuhan rasa keadilan. Namun, jika
menganggu kepentingan modal dan negara dalam pengelolaan dan atau penguasaan sumber
daya alam oleh masyarakat adat, maka hukum negara melalui sistem peradilannya
mengingkari keberadaan peradilan adat. Studi ini mengkaji respon negara terhadap
keberlakuan peradilan adat yang menangani keberatan-keberatan masyarakat adat dalam
perebutan sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak luar terhadap masyarakat adat.

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Mendekatkan Kembali Peradilan Adat:
Jalan Panjang Perubahan Kerangka Epistimologi Hukum Nasional

Pola pembangunan hukum Indonesia saat ini dipengaruhi oleh semangat unifikasi dan
rasionalisasi yang mengakibatkan hukum terjebak pada aspek-aspek prosedural semata.
Akses terhadap keadilan pada akhirnya diterjemahkan secara sempit sebagai mekanisme
teratur dan terstruktur dengan kepastian hukum sebagai panglima. Pada sisi yang
berlawanan, hukum adat dan peradilannya menawarkan pilihan yang sama sekali berbeda.
Suatu sengketa dalam kacamata hukum adat dipandang sebagai keadaan rusaknya
keseimbangan dalam masyarakat yang perlu dibenahi, meskipun dengan mengorbankan
kepastian hukum. Diskursus yang berkembang mengenai hukum dan peradilan adat
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seringkali menggiring polarisasi antara hukum modern dan hukum tradisional. Badan
peradilan modern-institusional berhadapan dengan pengadilan adat yang tercitrakan
sebagai milik masyarakat terbelakang yang menolak ikut dalam arus rasionalisme
modernisasi. Dikotomi itu juga yang membentuk pandangan bahwa pengadilan adat kerap
mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bias terhadap kesetaraan gender. Tulisan ini
berusaha keluar dari jebakan dikotomi tersebut dengan memandang bahwa pola revitalisasi
hukum dan peradilan adat perlu mempertimbangkan dan mengatasi hambatan rasionalitas
serta kepastian hukum yang selama ini menjadi kekuatan peradilan modern-institusional.
Pengadilan adat harus dipahami tidak sekedar sebagai lembaga alternatif penyelesaian
sengketa, melainkan juga bagian yang terintegrasi dari bangunan hukum Indonesia.
Revitalisasi pengadilan adat harus diikuti usaha untuk melakukan perubahan kerangka
epistemologi hukum nasional yang selama ini kental dengan semangat logosentrisme hukum
barat. Kemajemukan masyarakat Indonesia tentunya tidak dapat tunduk hanya pada satu
logika. Oleh karena itu menjadi penting untuk menerjemahkan kembali pluralisme hukum di
dalam kerangka epistemologi hukum Indonesia. Diharapkan dengan perubahan tersebut,
hukum dan peradilan adat dapat terintegrasi dalam bangunan hukum nasional sebagai salah
satu pilar yang berwibawa dan mampu mendorong penguatan masyarakat madani di
Indonesia.
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Ceramah Kunci Prof. Mahfud MD - Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Yang saya hormati,

e Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Achmad Sodiki,
e Para Hakim Konstitusi,

e Para Narasumber,

e Para Pegiat dan Pejuang Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik dari kampus maupun dari
LSM, serta

e Parapeserta konferensi dan dialog Nasional Negara Hukum.

Konferensi dan dialog nasional Negara Hukum ini didasari pada kegalauan kita
terhadap praktik penegakan hukum kita dewasa ini. Bahkan, ketika reformasi sudah kita
lakukan kurang lebih empat belas tahun silam, yang salah satunya agendanya ialah
mereformasi hukum, nyatanya hukum kita, baik perumusan maupun penegakannya masih
amburadul. Kegalauan terbesar kita dalam berhukum saat ini adalah ketika hukum
ditegakkan tetapi tanpa disertai moralitas. Hukum ditegakkan tetapi seringkali kehilangan
sukmanya yaitu keadilan. Padahal, hukum minus keadilan bukanlah hukum dalam arti
sebenarnya. Hukum harus adil, jika tak adil maka ia bukanlah hukum. Di dalam konstitusi
kita, UUD 1945, jelas bahwa hukum dan keadilan merupakan satu paket yang tak mungkin
dipisahkan, yang harus pula ditegakkan secara bersama-sama. Kegalauan itulah yang
memunculkan pertanyaan: kemana sebenarnya arah pembangunan negara hukum
Indonesia? Bagaimana dan sejauhmana implementasi negara hukum ini telah benar-benar
mendekatkan kita pada cita-cita negara?

Persoalan yang agak krusial juga ditemukan terkait dengan penegakan hak asasi
manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. UUD 1945 hasil amandemen sering
dikatakan sebagai konstitusi dengan kemajuan sangat signifikan dalam pengaturan dan
perlindungan hak-hak asasi manusia. Sebagai prasyarat utama tegaknya negara hukum, di
samping pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM telah dituangkan dalam konstitusi
dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dan rinci. Dengan memasukkan daftar HAM yang
relatif panjang ke dalam UUD 1945, berarti UUD 1945 telan menjadikan HAM sebagai hak
konstitusional. Tidak semua hak konstitusional adalah HAM, sementara semua HAM adalah
hak konstitusional. Sayangnya, di tataran implementasi, penegakannya masih sering
terkendala oleh praktik-praktik pelanggaran hukum yang mencederai hak asasi dan hak
konstitusional. Bahkan, dalam beberapa peristiwa, praktik pencederaan HAM terkesan
menafikkan kenyataan bahwa kita menganut prinsip Negara Hukum.

Terhadap kondisi itu, tentu kita tak tinggal diam. Upaya perbaikan terhadap kondisi
demikian bukannya tidak pemah dilakukan. Berbagai aturan hukum baru telah dibentuk,
bermacam policy telah diambil, forumforum ilmiah pun telah pula diselenggarakan untuk
mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi pembangunan dan penegakan hukum.
Upaya-upaya nyata dalam bentuk reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan kelembagaan,
serta pembentukan berbagai lembaga pendukung untuk perbaikan hukum juga telah
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dilakukan sepanjang era reformasi. Namun, perubahan yang terjadi belum cukup
menggembirakan. Oleh karena itu, nampaknya kita perlu menelisik lebih jauh dan lebih
dalam terhadap problem hukum di Negara Hukum Indonesia.

Pada saat upaya instrumental baik berupa aturan, sistem, maupun reposisi personal
temyata tidak dapat menghasilkan perbaikan, maka sudah selayaknya kita harus melihat
pada persoalan paradigmatis, persoalan pada tatanan nilai atau spirit Negara Hukum
Indonesia. Pada titik inilah kita perlu merefleksi kembali wilayah yang memang sangat
jarang disentuh, bahkan tidak pernah dimasuki oleh aparat penegak hukum, dan
mengangkatnya kembali sebagai paradigma negara hukum Indonesia, salah satunya ialah
wilayah cita hukum (rechtsidee). Untuk itu, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan
ceramah kunci yang saya beri judul "Cita Hukum Pancasila dalam Konsepsi Negara Hukum
Indonesia". Materi ceramah ini merupakan modifikasi dari materi ceramah yang pernah saya
sampaikan di beberapa kampus dan acara lain di berbagai kesempatan sebelumnya.

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu gagasan sebagai dasar membentuk negara Indonesia merdeka adalah paham
konstitusionalisme dan negara hukum. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan
konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum, maka pada saat para pendiri
bangsa republik ini menyusun sebuah konstitusi berarti secara sadar konsep negara hukum
telah dipilih. Hal itu karena adanya konstitusi sebagai norma hukum berfungsi membatasi
kekuasaan pemerintahan agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melampaui
kekuasaan yang diberikan konstitusi. Namun demikian, naskah UUD 1945 yang disahkan
PPKI tidak memuat pernyataan yang jelas tentang negara hukum yang dianut Indonesia.

Di dalam Pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum tercantum dalam salah satu
kalimat pada alinea empat yang menyatakan, " .. maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, ... . Kalimat
tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan
hukum, dalam hal inilah UUD diletakkan pada posisi sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep
negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk
melindungi HAM secara individual maupun kolektif yang tercermin dalam kalimat: * ...
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan, sosial, ...
" yang kemudian Kkita sebut sebagai tujuan nasional.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berasal dari dua
tradisi hukum berbeda, yaitu rechtsstaat dan the rule of law. Istilah rechtsstaat banyak
dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law, sedangkan
the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon yang
bertumpu pada sistem common law. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan 'titik berat
pengoperasian. Civil law menitikberatkan pada administrasi sedangkan common law
menitikberatkan pada aktivitas yudisial. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip
wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid sedangkan the rule of law
mengutamakan equality before the law yang memberi kebebasan kepada hakim untuk
menciptakan hukum demi keadilan. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kedua
konsep itu memiliki ciri yang berbeda. Ciri-ciri rechtsstaat meliputi?:
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e Adanya perlindungan terhadap HAM:

e Adanya pemisahan dan pembagian kekuasan;

e Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan

e Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan ciri-ciri the rule of law adalah2:
e adanya supremasi aturan hukum;
e adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan
e adanya jaminan perlindungan HAM.

Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum karena keberadaannya tidak
dapat dilepaskan dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Untuk adanya jaminan tersebut, negara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang
memberikan legitimasi sekaligus membatasi penyelenggaraan negara. Hukumlah yang
menentukan bagaimana penyelenggaraan negara dilakukan. Namun demikian, antara
rechtsstaat dan the rule of law memiliki latar belakang dan pelembagaan yang berbeda,
meskipun sama-sama mengakui prinsip perlindungan HAM melalui pelembagaan peradilan
yang bebas dan tidak memihak. Memang secara dinamis dewasa ini, perbedaan keduanya
tidak lagi terlalu dekat, karena di sana sini terjadi kecenderungan untuk berkonvergensi dan
saling melengkapi.
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A mm-i
Konil

NEGARA HUKUM IN!

Saudara-saudara,

Sebelum perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 menyebut secara eksplisit istilah
rechtsstaats yang seolah-olah menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum
rechtsstaats. Namun, melalui Perubahan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", membuat konsepsi negara hukum
yang dulu dikesankan menganut konsepsi rechtsstaats dinetralkan menjadi negara hukum
saja, tanpa 'embel-embel’ rechtsstaats.

Sejak itulah, Negara Hukum Indonesia dikonsepkan secara tegas sebagai negara
hukum yang prismatis, yakni yang menggabungkan segisegi positif antara rechtstaats
dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif,
bukan hanya rechtstaats dan bukan pula hanya the rule of law. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
hasil perubahan menyebutkan bahwa Indonesia adalah "negara hukum” titik, tanpa kata
rechtsstaat yang diletakkan di dalam kurung. Hal itu harus diartikan bahwa negara hukum
Indonesia menerima asas kepastian hukum, yang titik beratnya pada rechtsstaats, sekaligus
menerima asas rasa keadilan, yang titik beratnya pada the rule of law. Meskipun sebenarnya
tak hanya rechtsstaats dan the rule of law saja, negara hukum Indonesia juga dipengaruhi
oleh sistem hukum lainnya, seperti misalnya menerima nilai spiritual dari hukum agama dan
hukum adat, yang kesemuanya menyatu (integratif) dan implementasinya disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan.

Dalam konteks Negara Hukum, bagi negara Indonesia, hukum dibuat dan
diberlakukan dalam kerangka untuk mewujudkan dan mencapai keadilan. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yang memberikan porsi besar bagi terwujudnya
keadilan. Tidak kurang dari 5 (lima) kali kata "adil" disebut dalam Pembukaan UUD 19453,
Apabila dibaca dalam jalinan sistemik, rumusan "keadilan" dalam Pembukaan UUD 1945
dikanalisasi ke dalam prinsip keadilan sosial. Dalam kerangka itu pula, hukum dibuat secara
adil untuk kemudian ditegakkan secara adil pula. Agar senantiasa berdimensi dan
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berorientasi pada keadilan, hukum tidak boleh dipahami bersifat mutlak dan [mal,
melainkan penuh dengan sentuhan moral dan bernurani. Inilah konsekuensi hukum yang
secara kodrati bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,
sejahtera dan membuat manusia bahagia. Itu pula alasan mengapa hukum ada, yaitu untuk
mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Maka, agenda penegakan hukum harus sebesar-
besarnya diarahkan kepada tujuan tersebut. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam
Pembukaan UUD 1945 yang jelas-jelas memberikan arahan bagi negara untuk mewujudkan
ke bahagiaan rakyat Indonesia.

Terkait dengan hukum berkeadilan, garis politik hukum UUD 1945 pun sudah sangat
tegas dan jelas. Dalam hal kita berhukum, UUD 1945 mewajibkan kita untuk menggali rasa
keadilan. Hukum atau ketentuan tertulis yang menghalangi tegaknya keadilan dapat
ditinggalkan melalui penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim. Pasal 24 Ayat (1)
menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum” dan "keadilan". Demikian juga,
Pasal 28D ayat (1) menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan "kepastian hukum yang adil". Jadi, titik beratnya bukan semata pada kepastian hukum
tetapi kepastian hukum vyang adil. Dalam konteks ini, tugas negaralah untuk
mengimplementasikan amanat UUD 1945 dalam berbagai produk hukum yang di dalamnya
harus terkandung keadilan serta muatan dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan
kebahagiaan masyarakat.

Saudara,

Agaknya kita perlu risau dengan kenyataan proses penegakan hukum selama ini yang
cenderung kaku, kering, dan tak bernurani. Itu sebabnya, hukum dengan segenap upaya
penegakannya dinilai menjauh dari rasa keadilan sehingga lebih sering menuai kritikan
ketimbang pujian. Kegagalan hukum mewujudkan keadilan itu merupakan salah satu
antropocentric suramnya wajah hukum negara ini. Dalam kondisi penegakan hukum
demikian, saatnya sekarang kita serius membicarakan kembali soal cita hukum. Tak sekedar
membicarakan tetapi hendaknya benar-benar diinternalisasikan.

Apa itu cita hukum? Cita hukum adalah spirit yang menentukan bagaimana
seharusnya rupa dan berjalannya hukum agar dapat mewujudkan masyarakat dan praktik
berhukum yang dicita-citakan. Dengan kata lain, cita hukum merupakan konstruksi pikiran
yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan
masyarakat. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan
maknanya. Konsekuensinya, setiap proses pembentukan dan penegakan hukum tidak boleh
bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati.# Tanpa cita hukum, tak akan ada
hukum yang memiliki watak normatif.5 Dengan cita hukum pula, hukum akan dibuat dan
dibentuk sesuai atau selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat.

Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep cita hukum termuat dalam Penjelasan UUD

1945 Bagian Il Alenia | sebelum perubahan yang menyatakan "Pokok-pokok pikiran
tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-
pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar
negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak
tertulis." Alinea ini terkait dengan pokok-pokok pikiran yang diuraikan dalam Bagian Il yaitu
(1) negara persatuan; (2) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
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(3) negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan; dan (4) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran inilah yang mewujudkan cita
hukum.

Lalu apa yang menjadi cita hukum itu sendiri? Notonagoro menyatakan bahwa
Pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental
negara (staatsfundamentalnonn) yang mempunyai kekuatan sebagai grundnonn. Sebagai
cita hukum, Pancasila menjadi bintang pemandu seluruh produk hukum nasional. Semua
produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila.® Sejalan dengan
itu, Hamid Attamimi juga menyatakan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila merupakan
cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.”
Sementara, Jimly Asshiddigie berpandangan bahwa Pancasila adalah cita hukum sebagai
yardstick dalam menafsirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam menata kehidupan
berbangsa dan bernegara.8

Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 di mana Pancasila termaktub di dalamnya
adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam
ikatan satu bangsa yang majemuk. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat
Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem
hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar
negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta
mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk UUD 1945. Dengan kata lain,
Pancasila adalah tempat berangkat (berpijak) sekaligus tempat tujuan hukum.

Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bingkai bagi sistem hukum dalam Negara
Hukum Pancasila, sebagai suatu sistem khas Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila
mengandung 5 (lima) karakteristik, yaitu (1). Negara Hukum Pancasila berasas
kekeluargaan, mengakui hak-hak individu tapi dengan tetap mengutamakan kepentingan
nasional; (2). berkepastian hukum dan berkeadilan; (3). berlandaskan nilai-nilai keagamaan
(religious nation-state); (4). memadukan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan hukum
sebagai cerminan budaya masyarakat; (5). basis pembentukan hukum mestilah pada prinsip
hukum yang bersifat netral dan universal.

Dengan demikian, Pancasila sebagai cita hukum menjadikan hukum Indonesia bukan
merupakan hukum yang sekuler dan juga bukan hukum yang hanya didasarkan pada agama
tertentu saja. Cita hukum Pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia
sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang
adil dan beradab, sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia adalah makhluk sosial yang
tidak bisa menjadi manusiawi dan beradab manakala tidak hidup bersama dengan manusia
lain. Sebagai cita hukum, Pancasila ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan
kemana hukum dan penegakannya akan di bawa, tetapi sekaligus memberikan nilai axiologis
dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankannya.

Saudara-saudara,

Persoalan hukum yang semakin rumit dan kompleks ini tidak memberi arti lain kecuali
pembentukan dan penegakan hukum telah nyatnyata meminggirkan Pancasila sebagai cita
hukum. Sangat sulit mengharapkan hukum yang 'menyingkirkan' cita hukum Pancasila dari
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dirinya akan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan
kita misalnya, adalah sesuatu yang ideal ketika prinsip kepastian hukum saja tidak lagi
cukup diandalkan menjadi pertimbangan, melainkan hakim harus menyertakan pula
pertimbangan rasa keadilan. Hanya saja, akomodasi atas kedua prinsip tersebut kemudian
justru menimbulkan dilema. Sebab, yang terjadi dalam praktik ialah kedua prinsip itu
bukannya diperlakukan secara integratif melainkan secara alternatif. Pemberian tempat
pada kedua prinsip tersebut menimbulkan ambiguitas orientasi konsep yang sering
dipergunakan untuk mencari "kemenangan" semata dan bukan "kebenaran" di pengadilan,
terutama dalam perkaraperkara pidana.

Proses mencari kemenangan di pengadilan sering dilakukan melalui manipulasi atas
pilihan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Di sinilah letak paling rawan bagi
terjadinya mafia peradilan (judicial corruption) atau mafia hukum. Dengan keleluasaan
memilih pilihan antara kepastian hukum atau rasa keadilan, maka terbuka kemungkinan
bagi penegak hukum itu untuk menegosiasikan putusan tertentu melalui politik
transaksional, baik berimbalan uang maupun yang lainnya. Jika keinginan memvonis satu
kasus sudah ditentukan melalui transaksi maka tinggal memilih, apakah isi vonis itu bisa
didukung dengan asas kepastian hukum ataukah asas keadilan yang bisa dikarang-karang
sesukanya. Jadi, mafia peradilan yang terus terjadi dan sulit diberantas ini sebenarnya
dilakukan melalui cara-cara manipulasi atas konsep-konsep itu. Jika satu kasus korupsi
misalnya, dapat dimenangkan menurut kehendak proses mafia melalui prinsip kepastian
hukum, maka proses mafianya mengarahkan putusan pengadilan untuk menggunakan
hukum-hukum tertulis dan bukti formal. Tetapi sebaliknya, jika kasus itu tak bisa
dimenangkan, dalam arti negatif bagi proses mafia, yang dipergunakan adalah dalil-dalil
tentang rasa keadilan. Ini parah dan sangat memprihatinkan, tetapi itulah kenyataan praktik
hukum kita. ltulah sebabnya mengapa kemudian hukum dikatakan seolah lepas dari cita
moralnya, tak pernah bisa adil, sehingga tidak mengherankan jika hukum Indonesia yang
tengah kehilangan nyawa itu lantas dapat dengan mudah dimasuki oleh kepentingan-
kepentingan sesaat dan pragmatis yang bertentangan dengan cita hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai cita hukum mendesak untuk direvitalisasi, bukan
untuk sekedar diwacanakan, melainkan harus dijalankan. Revitalisasi perlu dilakukan untuk
dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam praktik
pembuatan maupun penegakan hukum. Hal terpenting yang perlu dilakukan untuk
merevitalisasi Pancasila sebagai cita hukum Negara Hukum Indonesia adalah perlunya
kembali menginternalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai rambu-rambu pembangunan
hukum nasional. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila melahirkan 4 (empat) kaidah penuntun
hukum harus dipedomani dalam pembangunan hukum, yaitu:®

Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik
ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia". Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi
memecah-belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kedua, hukum nasional harus
dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan
menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel.
Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu
memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus
terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar
maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah
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pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan
golongan kuat. Dan, keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban
antar pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya
karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur
kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta
memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa
mengganggu atau diganggu oleh orang lain.

Berdasarkan kaidah-kaidah penuntun itu maka jelas bahwa untuk dapat
mewujudkan Negara Hukum Indonesia bercita hukum Pancasila, salah satu yang penting
dilakukan ialah mengarahkan penegakan hukum secara berkeadilan, termasuk agar hukum
lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Konstitusionalisasi HAM secara komprehensif dalam Bab XA UUD 1945 meniscayakan agar
hukum benar-benar tampil dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.
Pengikutsertaan ketentuan tentang hak-hak konstitusional di dalam UUD 1945, seharusnya
secara radikal merubah paradigma para pembuat undang-undang dan para penegak hukum
untuk lebih mengedepankan perlindungan hak konstitusinal warga negara dalam setiap
produk hukumnya. Secara konstitusional, persoalan perlindungan hak konstitusional sudah
selesai karena telah demikian jelas ketentuannya. Persoalannya sekarang tinggal pada
bagaimana mengatasi kendala dan hambatan ketika ketentuan-ketentuan itu
dioperasionalkan di lapangan. Dengan kata lain, praktik-praktik pelanggaran atau
pencederaan hak konstitusional warga negara yang terjadi bukanlah persoalan di tataran
norma konstitusi melainkan karena implementasinya, termasuk ketika ketentuan itu
diderivasi ke dalam peraturan. perundang-undangan turunannya, yang acapkali tidak
konsisten dan pasti menimbulkan persoalan dalam penegakannya.

Saudara,

Paling tidak sekarang ini terdapat 2 (dua) persoalan besar yang harus diselesaikan dalam
upaya mewujudkan Negara Hukum Indonesia yaitu pertama, persoalan paradigmatik berupa
ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum, dan kedua, persoalan politik, antara lain
berupa warisan birokrasi yang korup dan rekruitmen politik yang keliru.10

Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan
mendasar. Untuk mewujudkan Negara Hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan
substantif, pembangunan hukum harus dibangun secara prismatik dengan titik berat, pada
penegakan keadilan substantif. Prismatika itu melahirkan Sistem Hukum Pancasila, yakni
sebuah sistem yang khas Indonesia karena berpaham kekeluargaan, permusyawaratan, dan
gotong royong. Sistem Hukum Pancasila mengambil segi-segi baik dari rechtstaat yang
menekankan pada legisme, civil law, kepastian hukum, dan hukum tertulis lainnya dan segi-
segi baik the rule of law yang menekankan pada peranan yudisial, common law, dan
substansi keadilan. Permusyawaratan dan gotong royong yang dilandasi semangat
kekeluargaan merupakan hal paling menonjol dalam Sistem Hukum Pancasila, sehingga
membawa perkara ke pengadilan misalnya, hanya akan ditempuh jika penyelesaian dengan
kekeluargaan ternyata gagal dicapai. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakan hukum
akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas prosedural serta mendorong
para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilainilai keadilan serta
menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum.
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Penguatan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan
dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum
Indonesia.

Sedangkan persoalan politik yang kita hadapi saat ini adalah masih banyaknya aktor,
baik politik maupun birokrat lama, yang cenderung pro status quo, yang menghambat upaya
penegakan hukum. Akan selalu muncul aktor-aktor politik baru yang ternyata juga korup
karena memaknai kehadirannya di pentas politik sebagai kesempatan melakukan balas
dendam politik atau untuk menikmati apa yang pada masa lalu tidak dapat dinikmati akibat
dominasi kekuatan politik tertentu. Pertemuan antara aktor lama dan aktor baru yang sama-
sama korup itu mensinergikan munculnya banyak korupsi dan kolusi baru di bawah
birokrasi dan prosedur-prosedur yang memang masih korup. Persoalan tersebut harus
diselesaikan dengan upaya reformasi birokrasi agar segera bersih dari sistem, prosedur, dan
pejabat-pejabat yang korup. Sedangkan untuk mengatasi kasus-kasus KKN dan pelanggaran
HAM warisan masa lalu kiranya perlu segera diselesaikan dengan keputusan politik yang
tegas untuk bisa memutuskan hubungan dengan kasus-kasus peninggalan masa lalu.

Untuk lebih menjamin tampilnya aktor-aktor politik yang kapabel dan kredibel,
rekrutmen politik untuk lembaga perwakilan perlu dipayungi dengan sistem pemilu yang
lebih sesuai dengan cita hukum kita. Terkait dengan sistem pemilihan Presiden secara
langsung, harus disertai dengan instrumen atau sub sistem rekrutmen pejabat yang
mendorong Presiden dapat membentuk kabinet yang ahli, bersih, dan profesional, yang
berarti membebaskannya dari belenggu politik transaksional. Untuk itu juga, diperlukan
penataan sistem kepartaian terutama menuju jumlah partai yang tidak terlalu banyak
jumlahnya.

Hadirin yang saya hormati,

Keadaan saat ini hendaknya dijadikan sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk
mendekatkan kita pada terwujudnya Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang
demokratis, berkedaulatan rakyat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan
sosial.11 Realitas sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang saat ini seolah-olah menghalangi
jalan kita mewujudkan Negara Hukum Indonesia, tidak semestinya membuat kita beringsut
mundur dari cita-cita itu. Upaya menegakkan Negara Hukum Indonesia yang akan selalu
beriringan dengan perjuangan menegakkan hukum dan keadilan berdasar moralitas dan
hati nurani harus terus dilakukan. Sebab bagaimanapun, Negara Hukum Indonesia
dirmuskan dan disepakati agar pada akhimya mampu menciptakan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat.

Mudah-mudahan Konferensi dan Dialog Nasional ini, sebagaimana tujuan
diselenggarakannya, betul-betul bisa merumuskan langkah-langkah tepat untuk
mewujudkan Negara Hukum Indonesia melalui penegakan hukum berkeadilan yang benar-
benar mengindonesia, dalam arti selaras dengan cita hukum Pancasila dan cita-cita negara
sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,
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